
SULTENG RAYA — Riak 
kecil di ruang rapat Komisi 
IV DPRD Parigi Moutong 
itu kini menjelma menjadi 
gelombang polemik yang 
belum juga surut. Sebuah 
pernyataan spontan dalam 
forum resmi menyeret nama 
seorang legislator, Selpina, 
ke dalam isu sensitif: dugaan 
keterkaitan dengan aktivitas 
tambang emas ilegal.

Semula, rapat tersebut 
membahas persoalan la-
yanan kesehatan. Namun 
suasana berubah ketika Pe-
laksana Tugas Kepala Pus-
kesmas Moutong, Nurlian, 
mengungkap kondisi ke-
terbatasan anggaran hingga 
pihaknya harus mencari 
pinjaman dana operasio-
nal, termasuk kepada pihak 
yang disebut sebagai “bos 
tambang”. Dalam pernya-
taannya, ia sempat menye-
but nama Selpina.

Ucapan itu menjadi sim-

pul persoalan. Publik men-
afsirkan beragam, dan sejak 
saat itu, nama Selpina bera-
da di tengah sorotan.

Tak tinggal diam, Selpina 
memilih menghadapi isu 
tersebut secara terbuka. Ia 
membantah keterlibatan 
dalam aktivitas tambang 
ilegal, sekaligus menantang 
agar sosok “bos tambang” 
yang dimaksud diungkap 
secara terang ke publik.

“Kalau memang ada yang 
dimaksud, silakan dibuka. 
Jangan setengah-setengah, 
karena bisa menggiring opi-
ni,” tegasnya.

Ia mengaku terkejut saat 
namanya disebut dalam 
forum resmi, namun memi-
lih menahan respons saat 
itu demi menjaga jalannya 
rapat. Selpina juga mene-
gaskan tidak pernah ber-
komunikasi dengan pihak 
Puskesmas terkait pinjaman 
dana dimaksud.

Meski demikian, ia tidak 
menampik bahwa sebagi-
an keluarganya, termasuk 
suaminya, pernah berkecim-
pung di sektor pertamban-
gan. Namun menurutnya, 
hal itu terjadi jauh sebelum 
dirinya menjabat sebagai 
anggota DPRD dan tidak 
memiliki kaitan dengan 
posisinya saat ini.
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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Kalau 
memang 
ada yang 

dimaksud, silakan 
dibuka. Jangan 
setengah-setengah, 
karena bisa 
menggiring opini.

SELPINA 
Anggota DPRD Parimo

Ditahan Vietnam, 
Indonesia Gagal 

ke Semifinal

Berlangsung Meriah, Semarak Sulteng Nambaso Resmi Ditutup

Tambak Tonggolobibi 
Didorong Jadi Pusat 
Teknologi Budi Daya

Selpina Terseret 
Isu Tambang Ilegal, 

Hanura Tunggu Bukti

JELANG IDUL ADHA

Peternak Sulteng Diminta Awasi PMK

Baca PETERNAK Hal. 7 Baca TAMBAK Hal. 7

Baca DITAHAN Hal. 7

Satu Nyawa Melayang
di Tambang Tagena

PIALA AFF U-17

SULTENG RAYA — Malam di ka-
wasan Tagena, Desa Salepae, Keca-

matan Moutong Timur, tak lagi sekadar 
sunyi. Di antara gelap dan dinginnya 

tanah yang digali, sebuah tragedi 
terjadi—mengakhiri harapan seorang 

penambang yang sejak pagi menggan-
tungkan hidup pada butiran emas.

Isran alias Isi (50), 
warga Desa Lobu, di-
temukan tak bernya-
wa setelah tertimbun 
longsoran tanah di lokasi 

tambang manual, Sabtu 
(18/4/2026) dini hari. 
Ia menjadi korban dari 
aktivitas yang selama ini 
dijalani banyak warga, 

menambang secara tra-
disional demi menyam-
bung hidup.

Sejak pagi, Isran bers-
ama beberapa rekannya 
telah berada di lokasi. 
Mereka menggali tanah, 
mengumpulkan materi-
al, lalu memasukkannya 
ke dalam karung untuk 
diolah secara manual di 
aliran sungai. Aktivitas 
itu berlangsung tak jauh 
dari area PT Kemilau 
Nusantara Katulistiwa 
(KNK), di kawasan yang 
dikenal sebagai titik tam-

bang rakyat.
Namun menjelang 

dini hari, sekitar pukul 
01.00 hingga 02.00 Wita, 
situasi berubah. Tanah 
yang mereka gali tiba-ti-
ba runtuh. Dalam hi-
tungan detik, longsoran 
menimbun tubuh Isran.

Kapolsek Moutong, 
AKP Fel ix  Saudale , 
membenarkan peristiwa 
tersebut. Ia menjelaskan, 
korban tertimbun saat 
sedang bekerja bersama 
rekannya mengambil 
material tanah.

KILAU EMAS MEMATIKAN

Baca TAMBANG Hal. 7

Selpina			      Feri Budiutomo		            Hartono Taharuddin

Baca SELPINA Hal. 7

CHICO JERICHO (kiri) mencoba melewati pemain Vietnam 
dalam Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. 
FOTO: ANTARA/UMARUL FARUQ

SULTENG RAYA -  Timnas Indonesia U-17  tak 
lolos ke semifinal Piala AFF U-17 2026 usai bermain 
imbang 0-0 dengan Vietnam di Stadion Gelora Delta 
Sidoarjo, Minggu (19/4). 

Mengenakan seragam merah-merah, pemain Indo-
nesia U-17 langsung main ofensif. Rupanya Vietnam 
sudah siap dengan serangan cepat itu. Intensitas 
permainan langsung tinggi.

SUASANA penutupan  Konser Semarak Sulteng Nambaso 2026 yang berlangsung meriah di Lapangan 
Imanuel, Sabtu malam (18/4/2026). FOTO: BIRO ADPIM

SULTENG RAYA - Gu-
bernur Sulawesi Tengah, 
Anwar Hafid resmi menu-
tup rangkaian Konser Sema-
rak Sulteng Nambaso 2026 
yang berlangsung meriah 
di Lapangan Imanuel, Sabtu 
malam (18/4/2026).

Penutupan konser sema-
kin semarak dengan pe-
nampilan spektakuler All 

Star Timur yang berhasil 
menghipnotis ribuan masy-
arakat yang memadati lokasi 
acara. Antusiasme warga 
terlihat sejak awal hingga 
akhir acara, mencermin-
kan semangat kebersamaan 
dalam perayaan Hari Ulang 
Tahun ke-62 Provinsi Sula-
wesi Tengah.

Dalam sambutannya, 

Gubernur Anwar Hafid 
menyampaikan bahwa pe-
laksanaan Semarak Sulteng 
Nambaso tahun ini digelar 
lebih singkat, yakni selama 
satu minggu, menyesuaikan 
dengan kondisi efisiensi 
anggaran. Meski demikian, 
ia menegaskan bahwa ke-
meriahan acara tetap terja-
ga berkat dukungan para 

sponsor.
“Alhamdulillah, kegiatan 

ini bisa terlaksana tanpa 
menggunakan APBD. Ini 
murni dukungan para spon-
sor dan pengusaha yang 
memiliki kecintaan besar 
terhadap Sulawesi Tengah,” 
ungkapnya.

Gubernur juga mengajak 
masyarakat untuk memak-
nai peringatan HUT ke-62 
Sulawesi Tengah sebagai 
momentum memperkuat 
persatuan dan semangat 
membangun daerah.

“Sulawesi Tengah adalah 
‘ibu’ bagi kita semua. Sudah 
sepatutnya kita merayakan 
hari jadinya dengan keba-

hagiaan, doa, dan semangat 
untuk terus membangun 
daerah ini bersama-sama,” 
ujarnya.

Gubernur juga menekan-
kan bahwa pembangunan 
daerah tidak dapat dilaku-
kan oleh pemerintah saja, 
melainkan membutuhkan 
dukungan seluruh elemen 
masyarakat.

“Tantangan ke depan ma-
sih besar, namun saya yakin 
dengan kebersamaan dan 
kekompakan, cita-cita me-
wujudkan Sulawesi Tengah 
yang lebih maju akan ter-
capai,” tambahnya.

Baca DITUTUP Hal. 7

PETAMBAK memberi pakan udang vanamei di areal tambak, 
Kamis (13/1/2022). FOTO: ANTARA/DEDHEZ ANGGARA

SULTENG RAYA - Pemerintah Kabupaten 
Donggala, mendorong pembangunan tambak 
percontohan di Desa Tonggolobibi, Kecamatan 
Sojol, dapat menjadi pusat transformasi teknologi 
bagi pembudi daya di wilayah Sojol, Sojol Utara, 
hingga Dampelas.

Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan 
tambak tersebut sudah mengaplikasikan sistem 
polikultur udang dan bandeng serta budi daya 
ikan nila.

“Tentunya, keberadaan tambak ini sangat mem-
bantu efisiensi para pembudi daya lokal di wilayah 

ILUSTRASI - Pemeriksaan penyakit mulut dan kuku hewan ternak sapi. FOTO:  ANTARA

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 
Tengah (Sulteng) mengim-
bau para peternak, untuk 
meningkatkan pengawasan 
kesehatan ternak dari penya-
kit mulut dan kuku (PMK) 
jelang Idul Adha 2026.

“Penting bagi peternak 
menjaga kondisi kandang 
dan tidak mencampurkan 
ternak dari luar tanpa pe-
meriksaan terlebih dahu-
lu. Hal tersebut dilakukan 
agar ternak dikurbankan 
benar-benar memenuhi sy-
arat,” kata Kepala Bidang 
Kesehatan Hewan (Keswan) 
dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner (Kesmavet), Dinas 
Perkebunan dan Peternakan 
(Disbunak) Sulteng Dandy 
Alfita, di Palu, Sabtu.

Ternak dikurbankan har-
us dipastikan dalam kondisi 
sehat dan telah divaksinasi. 
Perubahan cuaca tidak me-
nentu, seperti hujan dan 
panas secara bergantian 
dapat meningkatkan risiko 
penyebaran virus.

Ia mengatakan, PMK di 
Sulteng pada tahun ini di-
laporkan telah melandai. 
Kondisi tersebut tidak lagi 
separah tahun-tahun sebe-

T E M PAT  K e j a d i a n 
Perkara (TKP) penam-
bang tertimbun long-
sor di lokasi tambang 
emas Tagena, Sabtu 
(18/4/2026) dini hari. 
FOTO: IST
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SULTENG RAYA – Di-
rektorat Reserse Kriminal 
Khusus (Ditreskrimsus) 
Polda Sulawesi Tengah 
(Sulteng) melalui Subdit IV 
Tipidter kembali mendala-
mi dugaan tindak pidana 
di sektor Minyak dan Gas 
Bumi (Migas) yang terjadi 
di wilayah Kabupaten Mo-
rowali Utara (Morut).

Pada Kamis (16/4/2026) 
sekira pukul 17.30 WITA, 
tim penyidik Unit I Subdit 
IV Tipidter menemukan 
dua unit truk tangki di Desa 
Tompira, Kecamatan Petasia 
Timur, Kabupaten Morut.

Kedua unit kendaraan ter-
sebut diduga mengangkut 

bahan bakar minyak (BBM) 
jenis Bio Solar bersubsidi 
tanpa dilengkapi dokumen 
resmi.

Dua kendaraan yang di-
amankan masing-masing 
adalah truk tangki jenis 
Hino 500 dan truk tangki 
jenis Dutro 

Dari hasil pemeriksaan, 
kedua truk tersebut dike-
tahui mengangkut BBM 
bersubsidi jenis Bio Solar 
dengan total muatan sekitar 
20.000 kiloliter yang ren-
cananya akan didistribusi-
kan ke salah satu perusahan 
di Desa Tompira. 

Saat diminta menunjuk-
kan dokumen Delivery Or-

der (DO) dari depot Perta-
mina, para pengemudi tidak 
dapat memperlihatkannya 
sehingga Petugas menga-
mankan kedua kendaraan 
beserta sopirnya untuk di-
mintai keterangan lebih 
lanjut.

Saat ini petugas Kepo-
lisian sedang melakukan 
pemeriksaan awal terhadap 
kedua sopir serta menga-
mankan barang bukti be-
rupa dua unit truk tangki 
bermuatan BBM bersubsidi 
tersebut.

Kabidhumas Polda Sula-
wesi Tengah, Kombes Pol 
Djoko Wienartono, mene-
gaskan bahwa pihaknya 

akan menindak tegas segala 
bentuk penyalahgunaan dis-
tribusi BBM subsidi.

Ia  juga mengimbau 
masyarakat dan pelaku 
usaha untuk mematuhi 
aturan yang berlaku terkait 
distribusi BBM, serta tidak 
terlibat dalam praktik ile-
gal yang dapat merugikan 
negara dan masyarakat 
luas.

“Kami berharap proses 
penyelidikan ini dapat men-
gungkap secara jelas dugaan 
pelanggaran yang terjadi, se-
kaligus menjadi peringatan 
bagi pihak lain agar tidak 
melakukan praktik serupa,” 
tutupnya. AMR

TRUK tangki yang diduga memuat BBM subsidi tanpa dokumen, saat diamankan Polda Sulteng, di Desa Tompira, Kabupaten Morut, 
belum lama ini. FOTO:DOK.DITRESKRIMSUS POLDA SULTENG

SULTENG RAYA - Kejuaraan 
Provinsi (Kejurprov) MTB Down-
hill Sulawesi Tengah (Sulteng) 2026 
dipastikan menjadi salah satu agen-
da olahraga bergengsi yang tak 
hanya menghadirkan persaingan 
para rider terbaik daerah, tetapi 
juga menjadi ajang pemanasan 
menjelang Pekan Olahraga Provinsi 
(Porprov) Sulawesi Tengah.

Sekretaris Panitia, Agus Triono 
Sastrowardoyo, mengatakan ke-
juaraan ini sengaja digelar sebagai 
bagian dari persiapan atlet-atlet 
downhill yang nantinya akan tam-
pil di Porprov. Menurutnya, event 
ini menjadi momentum penting 
untuk mengukur kemampuan 
para atlet sekaligus meningkatkan 
kesiapan kompetitif mereka.

“Ini dalam rangka pemanasan 
dan persiapan menuju Porprov,” 
ujar Agus Triono.

Kejuaraan tersebut dijadwalkan 
berlangsung pada 6-7 Juni 2026 di 
trek Bukit Uwetumbu, Kota Palu. 
Lokasi ini dikenal memiliki lintasan 
menantang dengan panorama alam 
yang menarik, sehingga dinilai lay-
ak menjadi arena kompetisi tingkat 
provinsi.

Tak hanya diikuti peserta dari 
klub-klub yang berasal dari ka-

bupaten dan kota se-Sulawesi 
Tengah, event ini juga dipastikan 
menarik perhatian rider dari luar 
provinsi yang akan turut ambil ba-
gian. Kehadiran peserta luar daerah 
diharapkan menambah kualitas 
persaingan dan menjadi pengala-
man berharga bagi atlet lokal.

“Peserta berasal dari klub kota 
dan kabupaten. Selain itu, ada juga 
peserta dari provinsi lain yang akan 
ikut serta dalam event ini,” tambah 
Agus.

Dalam kejuaraan ini, panitia 
membuka sejumlah kategori per-
lombaan, di antaranya Men Elite, 
Men Youth, Men Junior, Men Sport, 
Master A, Master B, Master C, serta 
Women Open.

Panitia juga menyiapkan total 
hadiah sebesar Rp50 juta, lengkap 
dengan trofi dan penghargaan 
lainnya bagi para pemenang. Se-
mentara biaya registrasi peserta 
ditetapkan sebesar Rp350 ribu per 
orang.

Dengan antusiasme peserta dari 
dalam maupun luar daerah, Kejur-
prov MTB Downhill Sulteng 2026 
diharapkan menjadi ajang pembi-
naan atlet sekaligus mendorong 
perkembangan olahraga sepeda 
gunung di Sulawesi Tengah. */AMR

SALAH satu peserta MTB Downhill, saat menjajal sirkuit di Sulteng, beberapa 
waktu lalu. FOTO: IST

Juni 2026, Kejurprov 
MTB Downhill 

Digelar di Uwetumbu

SULTENG RAYA – Pe-
ristiwa berdarah kembali 
mengguncang wilayah Ke-
camatan Balinggi. Seorang 
petani berinisial NA (59) 
tewas di tempat setelah 
terlibat perkelahian sengit 
menggunakan senjata tajam 
di area empang, Dusun IX 
Taman Sopo, Desa Malako-
sa, Kamis (16/4/2026) sekira 
pukul 16.30 WITA.

Insiden tragis ini ber-
mula saat pelaku, AE (43), 
mendatangi lokasi empang 
sekitar pukul 16.00 WITA 
dengan maksud memper-
baiki pintu air. Namun, 
situasi berubah tegang ke-
tika korban datang dan 
mempertanyakan aktivitas 
tersebut. Adu mulut pun 
tak terhindarkan hingga 
berujung pada perkelahian.

Dalam duel tersebut, pe-
laku menggunakan senjata 
tajam jenis parang dan ba-
dik. Berdasarkan keterangan 

awal, korban mengalami 
tiga luka tusuk di bagian 
perut yang menyebabkan 
korban meninggal dunia di 
lokasi kejadian.

Mendapat laporan warga, 
Kapolsek Sausu Iptu Yako-
bus Mangopo, SH bersama 
personel langsung bergerak 
cepat mendatangi tempat 
kejadian perkara (TKP) un-
tuk melakukan penanganan 
awal serta mengamankan 
situasi.

“Begitu menerima infor-
masi, kami langsung menuju 
TKP untuk melakukan olah 
tempat kejadian perkara dan 
mengamankan pelaku. Saat 
ini pelaku sudah diamankan 
di Mapolsek Sausu untuk 
proses hukum lebih lanjut,” 
tegas Yakobus.

Ia menambahkan, kor-
ban telah dievakuasi ke 
Puskesmas Balinggi guna 
keperluan visum, sementara 
penyidik masih mendalami 

motif serta kronologi leng-
kap kejadian tersebut.

Kapolsek juga mengim-
bau masyarakat agar men-
gedepankan penyelesaian 
masalah secara bijak dan 
tidak mudah terpancing 
emosi yang berujung pada 
tindakan kekerasan.

“Kami mengajak seluruh 
masyarakat untuk mena-
han diri dan menyelesaikan 
setiap persoalan melalui 
jalur musyawarah atau hu-
kum yang berlaku. Jangan 
sampai emosi sesaat beru-
jung pada hilangnya nyawa 
dan penyesalan seumur 
hidup,” pungkasnya.

Peristiwa ini menjadi pen-
gingat keras bahwa konflik 
kecil sekalipun dapat be-
rujung fatal apabila tidak 
dikendalikan dengan baik. 
Polisi memastikan proses 
hukum akan berjalan tegas 
sesuai ketentuan yang ber-
laku. */AJI

SALAH seorang personel Polres Touna, saat melakukan pengamanan di salah satu gereja, Minggu (19/4/2026). FOTO: IST

SULTENG RAYA – Guna memas-
tikan situasi keamanan dan keterti-
ban masyarakat (Kamtibmas) tetap 
kondusif, jajaran Polres Tojo Una-una 
(Touna) dan jajaran  menggelar pa-
troli dialogis dan pengamanan rum-
ah ibadah pada Minggu (19/4/2026).

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 
09.00 wita ini, menyasar sejumlah ge-
reja besar dan pos pelayanan ibadah 
di berbagai kecamatan, mulai dari 
daratan hingga wilayah kepulauan.

Kapolres Touna, AKBP Yanna Dja-
yawidya, S.I.K., M.H., melalui Kasi 
Humas Iptu Martono, menyampaikan 
bahwa patroli ini merupakan bentuk 
kehadiran Polri di tengah masyara-
kat untuk memberikan rasa aman, 
khususnya bagi umat Kristiani yang 
sedang menjalankan ibadah Minggu.

“Personel di lapangan melakukan 
monitoring langsung di lokasi ibadah 

untuk meminimalisir segala bentuk 
gangguan Kamtibmas. Kami ingin 
memastikan jemaat dapat beribadah 
dengan hikmat tanpa ada rasa kha-
watir,” ujar Martono.

Di wilayah Kecamatan Tojo dan 
Tojo Barat, personel Polsek Tojo 
menyambangi gereja-gereja untuk 
berdialog dengan masyarakat. Se-
lain menjaga keamanan, petugas 
juga mengajak warga berperan aktif 
melaporkan hal-hal mencurigakan 
yang berpotensi menggangu keter-
tiban umum.

Sementara itu, di pusat kota, Pol-
sek Ampana Kota melakukan pen-
yisiran di Gereja Katolik Jl. Salimu, 
Gereja Calvary, Gereja Pantekosta, 
hingga GKII. Selain fokus pada 
pengamanan ibadah, petugas juga 
memberikan edukasi terkait tertib 
lalu lintas. Bergeser ke wilayah Ke-

camatan Ulubongka, pengamanan 
ketat terlihat di Gereja GKST Musafir 
dan GPDi Desa Marowo. Sedang-
kan di wilayah kepulauan, Polsek 
Una-Una mengerahkan personelnya 
untuk berpatroli di Gereja Protestan 
Desa Wakai.

Dalam patroli ini, petugas tidak 
hanya berjaga di depan pintu gereja, 
tetapi juga melakukan pendekatan 
persuasif dengan memberikan im-
bauan Kamtibmas agar masyarakat 
tetap menjaga toleransi dan keru-
kunan antarumat beragama.

“Hasil pantauan di seluruh wi-
layah hukum Polres Tojo Una-Una 
menunjukkan situasi dalam keadaan 
aman dan kondusif. Aktivitas masy-
arakat maupun pelaksanaan ibadah 
berjalan dengan lancar dan tertib 
hingga kegiatan berakhir,” tutup 
Martono. AMR

Truk Tangki Diamankan, 
Muat BBM Subsidi 
Tanpa Dokumen

Polres Touna dan Jajaran 
Tingkatkan Patroli Dialogis

KORBAN duel parang-badik, NA, saat disemayamkan di rumahnya, Kamis (16/4/2026). FOTO: IST

Perkelahian di Empang Malakosa, 
Seorang Petani Tewas
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Kegiatan yang berlangs-
ung sejak pukul 08.00 hingga 
19.30 wita ini menyasar tiga 
lokasi, yakni Desa Tombi di 
Kecamatan Ampibabo, Desa 
Sausu Torono di Kecamatan 
Sausu, serta Desa Lobu di 
Kecamatan Moutong.

Operasi tersebut, dipim-
pin langsung oleh Dirres-
krimsus Polda Sulteng Kom-
bes Pol Suratno, didampingi 
Kapolres Parigi Moutong 
Akbp Dr. Hendrawan A.N., 
serta Kasubbid Paminal 
Bidpropam Polda Sulteng 
Kompol Aditya. 

Kegiatan ini juga melibat-
kan personel gabungan dari 
jajaran Polres, Polsek, serta 
unsur TNI dari Koramil dan 
Yonif 918/TP.

Di Kecamatan Ampibabo, 
tim mengawali kegiatan 
dengan apel kesiapan di Ma-
polres Parigi Moutong sebe-
lum bergerak menuju lokasi 
tambang di Desa Tombi.

Setibanya di lokasi, petu-
gas menemukan enam unit 
talang yang digunakan un-
tuk aktivitas tambang ilegal. 
Lima unit dipasangi garis 
polisi, sementara satu unit 
dimusnahkan dengan cara 
dibakar di tempat. Petugas 
juga memasang sejumlah 
baliho berisi imbauan peng-
hentian aktivitas pertamban-

gan tanpa izin.
Selanjutnya, tim berge-

rak ke Desa Sausu Torono, 
Kecamatan Sausu. Di lokasi 
ini, aparat melakukan pener-
tiban di area yang diduga 
dikelola oleh seorang pemo-
dal. Berbagai fasilitas penun-
jang tambang dimusnahkan, 
seperti bangunan tempat 
tinggal penambang, mesin 
penyedot air, dan talang 
besi.

Selain itu, sejumlah per-
alatan turut diamankan se-
bagai barang bukti, dian-
taranya karpet penangkap 
emas, tabung gas, mesin 
gerinda, serta perlengkapan 
kelistrikan.

Sementara, di Kecamatan 
Moutong, kegiatan penerti-
ban dipimpin oleh Kapolsek 
Moutong AKP Felix Alfons 
Saudale, Tim gabungan ti-
dak menemukan aktivitas 
penambangan aktif maupun 
alat berat di lokasi.

Namun demikian, petu-
gas menemukan tiga bekas 
talang yang kemudian di-
pasangi garis polisi. Delapan 
baliho peringatan juga dipa-
sang sebagai bentuk sosiali-
sasi larangan aktivitas PETI 
sesuai ketentuan hukum 
yang berlaku.

Selama rangkaian kegi-
atan berlangsung, situasi 

DIRRESKRIMSUS Polda Sulteng, Kombes Pol Suratno, didampingi Kapolres Parigi Moutong Akbp 
Dr. Hendrawan A.N., serta Kasubbid Paminal Bidpropam Polda Sulteng Kompol Aditya, serta perso-
nel lainnya, saat berada di lokasi tambang ilegal di Parmout. FOTO: DOK POLDA SULTENG

Polda Sulteng 
Gerebek Tambang 
Ilegal di Parmout

SULTENG RAYA - Direktorat Reserse Kri-
minal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sula-
wesi Tengah (Sulteng) bersama tim gabungan 
Polres Parigi Moutong (Parmout) melaksa-
nakan penertiban dan penegakan hukum ter-
hadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa 
Izin (PETI) di sejumlah wilayah Kabupaten 
Parigi Moutong, Sabtu (11/4/2026).

di ketiga lokasi terpantau 
aman, lancar, dan kondu-
sif. Meski demikian, petu-
gas menghadapi sejumlah 
kendala, diantaranya tidak 
ditemukannya aktivitas 
penambangan saat operasi 
berlangsung serta minimnya 
informasi dari masyarakat 
setempat yang enggan mem-
berikan keterangan.

Dalam operasi tersebut, 
aparat kepolisian melaku-
kan sejumlah tindakan, se-
perti mengamankan perala-
tan yang diduga digunakan 
untuk aktivitas tambang 
ilegal, memasang garis po-
lisi di lokasi, memasang 
spanduk imbauan, serta 
melakukan pengumpulan 
bahan keterangan.

Lebih Lanjut, pihak kepo-
lisian akan terus berkoordi-
nasi dengan instansi terkait, 
mengamankan barang bukti, 
serta mendalami informasi 
guna menindaklanjuti prak-
tik pertambangan tanpa izin 
di wilayah tersebut.

Kabidhumas Polda Sula-
wesi Tengah, Kombes Pol 
Djoko Wienartono menegas-
kan bahwa pihaknya akan 
terus melakukan peninda-
kan terhadap aktivitas PETI 
yang melanggar hukum.

Ia juga mengimbau masy-
arakat untuk tidak melaku-
kan aktivitas pertambangan 
tanpa izin karena selain 
merusak lingkungan, juga 
berpotensi menimbulkan 
sanksi pidana.

“Masyarakat diharapkan 
mematuhi ketentuan hu-
kum yang berlaku. Akti-
vitas pertambangan tanpa 
izin dapat dikenakan pi-
dana sebagaimana diatur 
dalam undang-undang,” 
tegasnya.*/YAT

SULTENG RAYA - Ke-
polisian Daerah (Polda) Su-
lawesi Tengah (Sulteng) 
melalui Bidang Hukum 
(Bidkum) menghadiri si-
dang praperadilan Nomor: 
1/Pid.Pra/2026/PN.Prg 
yang digelar di Pengadilan 
Negeri (PN) Parigi, Senin 
(13/4/2026).

Sidang tersebut merupa-
kan permohonan prapera-
dilan yang diajukan oleh 
Wisnu Eka Harfandi selaku 
pemohon melalui kuasa 
hukumnya, Risnandar Ko-
bandaha, S.H., terkait pe-
netapan dirinya sebagai 
tersangka dalam dugaan 
tindak pidana di bidang 
pertambangan mineral dan 
batubara.

Perkara ini berawal dari 
dugaan aktivitas Penamban-
gan Emas Tanpa Izin (PETI) 
yang terjadi di Desa Karya 
Mandiri, Kecamatan Ongka 
Malino, Kabupaten Parigi 
Moutong (Parmout).

Dalam persidangan, pi-
hak termohon yakni Kepala 
Kepolisian Daerah Sulawesi 
Tengah cq. Direktorat Reser-
se Kriminal Khusus (Ditres-
krimsus) Polda Sulteng di-
wakili oleh tim Bidkum yang 
dipimpin langsung oleh Ka-
bidkum, Kombes Pol Andrie 
Satiagraha. Turut hadir pula 
tim dari Sikum Polres Parigi 
Moutong, yakni Aiptu Putu 
Juliana, S.H. dan Aiptu Rudi 
Hi Samsu, S.H.

Sidang praperadilan ini 
dipimpin oleh Hakim Tung-
gal Indrayani Gustami, S.H., 
dengan Panitera Pengganti 
Artur Pakpahan, S.H.

Dalam putusannya, ha-
kim tunggal menyatakan 

SUASANA sidang praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2026/PN.Prg 
yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Parigi, Senin (13/4/2026). 
FOTO: DOK BIDKUM POLDA SULTENG

PN Parigi Tolak Praperadilan 
Kasus PETI di Parigi

menolak seluruh permo-
honan praperadilan dari 
pihak pemohon dan membe-
bankan biaya perkara kepa-
da pemohon sejumlah nihil.

Dalam pertimbangan-
nya, hakim menjelaskan 
bahwa berdasarkan Kitab 
Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP), 
penangkapan dalam kead-
aan tertangkap tangan dapat 
dilakukan tanpa surat pe-
rintah sebagaimana diatur 
dalam Pasal 18 ayat (2). 
Namun demikian, setelah 
penangkapan, penyidik 
wajib memberikan surat 
perintah penangkapan seba-
gaimana diatur dalam Pasal 
18 ayat (3).

Terkait jeda waktu antara 
penangkapan pada 21 Ja-
nuari 2026 dan penerbitan 
surat perintah penangkapan 
pada 23 Januari 2026, hakim 
menilai hal tersebut masih 
dapat dibenarkan.

Hal ini merujuk pada 
tafsir Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia yang 
menyatakan bahwa kata 
“segera” harus dimaknai 
tanpa penundaan yang tidak 
beralasan dan masih dalam 
waktu yang wajar, termasuk 
mempertimbangkan kondisi 
objektif seperti faktor geo-
grafis di lapangan.

Selain itu, hakim juga 
mempertimbangkan bahwa 
penetapan tersangka telah 
didasarkan pada minimal 
dua alat bukti yang sah, 
bahkan dalam perkara ini 
terdapat empat alat buk-
ti, yakni keterangan saksi, 
bukti surat, bukti elektronik, 
serta barang bukti.

Hakim juga menegaskan 
bahwa dalam pemeriksaan 
praperadilan, yang diuji ha-
nya aspek formil, yaitu ter-
kait kewenangan penyidik 
dan terpenuhinya minimal 
dua alat bukti yang sah.

Hal ini sesuai dengan Pu-
tusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 21/PUU-XII/2014 
serta Pasal 2 ayat (2) Pera-

turan Mahkamah Agung 
Nomor 4 Tahun 2016, yang 
menegaskan bahwa pra-
peradilan tidak masuk ke 
pokok perkara.

Menanggapi putusan 
tersebut, Kabidkum Polda 
Sulteng, Kombes Pol Andrie 
Satiagraha menyampaikan 
bahwa pihaknya menghor-
mati dan mengapresiasi 
putusan hakim yang telah 
memberikan kepastian hu-
kum.

“Kami menghormati pu-
tusan pengadilan yang telah 
menolak permohonan pra-
peradilan. Hal ini menun-
jukkan bahwa proses peneg-
akan hukum yang dilakukan 
oleh penyidik sudah sesuai 
dengan prosedur dan keten-
tuan perundang-undangan 
yang berlaku,” ujarnya.

Ia menambahkan, putusan 
ini juga menjadi penguat 
bahwa langkah penyidik 
dalam menangani perka-
ra dugaan penambangan 
tanpa izin telah melalui 
mekanisme yang sah dan 
profesional.

Lebih lanjut, Kabidkum 
berharap putusan ini dapat 
memberikan kejelasan hu-
kum bagi semua pihak serta 
menjadi pembelajaran bagi 
masyarakat agar senantiasa 
mematuhi ketentuan hu-
kum, khususnya di sektor 
pertambangan.

“Kami berharap ke depan 
masyarakat semakin sadar 
hukum dan tidak melaku-
kan aktivitas penambangan 
tanpa izin, karena selain me-
langgar hukum, juga dapat 
merusak lingkungan dan 
merugikan banyak pihak,” 
tutupnya.*/YAT

KEPALA LPKA Palu, Welli (tengah) saat berpose bersama usai upacara ikrar bersama untuk mendukung penuh gerakan Zero Toleran-
ce terhadap peredaran gelap narkoba serta penggunaan handphone (HP) secara ilegal di dalam lingkungan kerja, Kamis (16/4/2026). 
FOTO: HUMAS LPKA PALU

WUJUDKAN LINGKUNGAN BERSIH

LPKA Palu Ikrar Gerakan 
Zero Tolerance Narkoba dan HP

SULTENG RAYA – Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
Sulawesi Tengah menunjukkan komitmen 
nyata dalam menciptakan lingkungan yang 
bersih dan berintegritas.

Pada Kamis (16/4/2026) 
seluruh jajaran LPKA Palu 
melaksanakan upacara ikrar 
bersama untuk mendukung 
penuh gerakan Zero To-
lerance terhadap pereda-
ran gelap narkoba serta 
penggunaan handphone 
(HP) secara ilegal di dalam 
lingkungan kerja. Kegiatan 
yang berlangsung di Aula 
Serbaguna LPKA Palu ini 
dipimpin langsung oleh 
Kepala LPKA Palu, Welli, 
dan diikuti oleh seluruh 
pejabat struktural serta staf. 
Pelaksanaan ikrar ini bukan 
sekadar seremonial, melain-
kan langkah preventif untuk 
menjaga marwah institusi 
pemasyarakatan.

Setelah pembacaan ikrar 
secara serentak, agenda di-
lanjutkan dengan penanda-
tanganan piagam ikrar oleh 
Kepala LPKA Palu, Welli, 
yang kemudian diikuti oleh 
seluruh jajaran. Penanda-
tanganan ini menjadi sim-
bol tanggung jawab moral 
setiap individu untuk tidak 

terlibat dalam praktik ilegal 
yang dapat merusak citra 
instansi.

Dalam arahannya, Kepala 
LPKA Palu, Welli, menegas-
kan bahwa gerakan Zero 
Tolerance adalah harga mati 
bagi setiap petugas. Beliau 
mengingatkan bahwa pen-
yalahgunaan narkoba dan 
penyelundupan alat komu-
nikasi merupakan pelang-
garan berat yang merusak 
sistem pembinaan anak.

"Hari ini kita bukan hanya 
berucap di bibir, tapi mengi-
kat janji di hati. Saya tidak 
akan memberikan toleransi 
sedikit pun bagi siapa saja, 
baik petugas maupun warga 
binaan, yang mencoba-coba 
bermain dengan narkoba 
atau membawa alat komu-
nikasi ilegal ke dalam. In-
tegritas adalah fondasi kita 
dalam membina anak-anak 
bangsa di sini," tegas Welli 
dengan penuh penekanan.

Menindaklanjuti ikrar 
tersebut, Kepala Seksi Pen-
gawasan dan Penegakan 
Disiplin, Jemmy, menyata-
kan bahwa pihaknya akan 
memperketat skema peng-
geledahan dan pemantauan 
rutin di seluruh area LPKA. 
Ia memastikan bahwa pen-
gawasan akan dilakukan 
secara transparan dan kon-
sisten.

"Kami telah menyusun 

strategi pengawasan yang 
lebih intensif. Sesuai arahan 
pimpinan, pemeriksaan ru-
tin maupun sidak mendadak 
akan terus ditingkatkan. 
Kami ingin memastikan bah-
wa LPKA Palu benar-benar 
bersih dari barang-barang 
terlarang demi kenyamanan 
dan keamanan proses pem-
binaan," ujar Jemmy.

Poin Utama Gerakan Zero 
Tolerance LPKA Palu di-
antaranya, Pembersihan 
Narkoba, Larangan keras 
bagi petugas dan anak bin-
aan terhadap segala bentuk 
penyalahgunaan narkotika. 

Selanjutnya, Sterilisasi 
Komunikasi, Penertiban 
penggunaan handphone 
hanya pada area yang dii-
zinkan untuk kepentingan 
dinas. Serta, Sanksi Tegas, 
Penindakan tanpa pandang 
bulu sesuai regulasi yang 
berlaku bagi pelanggar ko-
mitmen. Kegiatan ini diakhi-
ri dengan penandatanganan 
pakta integritas oleh seluruh 
jajaran sebagai bukti auten-
tik kesiapan mereka men-
yukseskan program Zero 
Tolerance di LPKA Kelas II 
Palu. Dengan adanya lang-
kah ini, diharapkan kualitas 
pembinaan terhadap Anak 
Binaan dapat berjalan lebih 
optimal tanpa gangguan 
dari faktor-faktor eksternal 
yang merusak.*/YAT
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SULTENG RAYA - Ketua 
Komisi VIII DPR RI Mar-
wan Dasopang menekankan 
bahwa selisih usulan tamba-
han biaya penerbangan haji 
mesti ditanggung oleh keu-
angan negara. Dia meminta 
agar biaya tersebut jangan 
dibebankan kepada calon 
jamaah haji.

Marwan meminta Kemen-
terian Haji dan Umrah (Ke-
menhaj) melakukan koordi-
nasi lintas kementerian dan 
lembaga sesuai ketentuan 
perundang-undangan agar 
penggunaan anggaran nega-
ra berjalan akuntabel.

 “Pemerintah perlu mela-
kukan koordinasi lintas ke-
menterian dan lembaga agar 
skema pembiayaan ini dapat 
dilaksanakan secara akun-
tabel dan sesuai dengan re-
gulasi,” kata dia saat Rapat 
Kerja dengan Kementerian 
Haji dan Umrah di Senayan, 
Jakarta, Selasa(14/4/2026).

Dalam rapat kerja terse-
but, salah satu poin utama 
yang dibahas mengenai 
usulan kenaikan biaya pe-
nerbangan akibat lonjakan 
harga avtur dan fluktuasi 
nilai tukar.

Total biaya penerbangan 
melonjak dari Rp6,69 triliun 
menjadi Rp8,46 triliun atau 
melonjak sekitar Rp 1,77 tri-
liun. Hal ini dipicu oleh usu-
lan kenaikan dari Garuda 
Indonesia sebesar Rp974,8 
miliar dan Saudi Airlines 
sebesar Rp802,8 miliar.

Marwan meminta usulan 
tambahan biaya dapat dihi-
tung ulang oleh Kementeri-
an Haji mengingat fl uktuasi 
harga minyak dunia masih 
sangat dinamis. Maka dalam 
rapat berikutnya harus di-
putuskan secara rinci berapa 
besaran riil dari kenaikan 
biaya penerbangan.

KOORDINASI DEN-
GAN KEJAKGUNG

Menteri Haji dan Um-

rah Mochamad Irfan Yusuf 
menjelaskan pihaknya ten-
gah berkoordinasi dengan 
Kejaksaan Agung RI untuk 
memastikan aspek legalitas 
dari kenaikan biaya terse-
but.

Menurut dia, berdasarkan 
UU Nomor 14 Tahun 2025, 
komponen biaya pener-
bangan jamaah bersumber 
dari Biaya Penyelenggaraan 
Ibadah Haji (BPIH), semen-
tara biaya petugas kloter 
bersumber dari APBN.

“Terkait dengan kenaikan 
biaya penerbangan yang 
diusulkan oleh maskapai, 
saat ini Kementerian Haji 
dan Umrah sedang mela-
kukan koordinasi dengan 
Kejaksaan Agung dan pihak 
terkait untuk memastikan 
status force majeure dan 
legalitas sumber pembia-
yaan,” kata dia.

Wakil Menteri Haji dan 
Umrah Dahnil Anzar Siman-
juntak menyatakan secara 
finansial pemerintah siap 
menanggung selisih biaya 
yang dibutuhkan untuk 
tambahan penerbangan haji.

Meski demikian, ia mem-
butuhkan bantalan hukum 
agar tidak menjadi masalah 
di kemudian hari. Merujuk 
pada regulasi, komponen 
biaya haji bersumber dari 
Biaya Penyelenggaraan Iba-
dah Haji (BPIH) yang ber-
sumber dari dana kelolaan 
Badan Pengelola Keuangan 
Haji (BPKH).

“Kalau tidak sesuai den-
gan undang-undang, kami 
enggak berani juga meng-
gunakan APBN. Kami butuh 
bantalan hukum yang kuat,” 
kata dia.

Namun dana yang di-
kelola oleh BPKH ini me-
rupakan dana jamaah calon 
haji yang masih menunggu 
antrean. Maka dari itu, kata 
Dahnil, pihaknya memer-
lukan payung hukum yang 
kuat.RPB

KETUA Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyampaikan papa-
ran saat audiensi dengan Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) di 
Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 
(11/2/2026). Audiensi tersebut menuntut terkait kesejahteraan 
para guru yang mengajar di madrasah swasta. FOTO: ANT

Biaya Penerbangan 
Haji Melonjak 
Hampir Rp2 T

“Untuk crude dari Rusia, 
refinery unit atau kilang 
yang dimiliki Pertamina 
mampu dan dapat men-
golahnya menjadi produk 
olahan dari crude tersebut,” 
ujar Roberth di Jakarta, Sela-
sa (14/4/2026).

Roberth menyampaikan 
Pertamina akan mengikuti 
arahan dan kebijakan peme-
rintah terkait perdagangan 
minyak mentah, termasuk 
impor dari Rusia.

“Pertamina tentunya akan 
mendukung dan turut ber-
peran dalam penyediaan 
energi di dalam negeri serta 
pendistribusiannya mulai 
dari pengolahan hingga 
menjadi produk,” kata Ro-
berth.

Menteri Energi dan Sum-
ber Daya Mineral (ESDM), 
Bahlil Lahadalia, menyam-
paikan hasil pertemuannya 
dengan Menteri Energi Ru-
sia, Sergey Tsivilev. Diskusi 
ini merupakan tindak lan-
jut pembicaraan Presiden 
Prabowo Subianto dengan 
Presiden Rusia Vladimir 
Putin di Kremlin. Pertemu-
an bilateral yang digelar 
Selasa (14/4/2026) itu me-

PRESIDEN Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana 
Kremlin, Moskwa, Rusia, Senin (13/4/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama 
bilateral hingga perkembangan geopolitik global yang kian dinamis. FOTO: EPA

Pemerintah Ingin Beli 
Minyak dari Rusia

SULTENG RAYA - 
Corporate Secretary 
Pertamina Patra Nia-
ga, Roberth MV Du-
matubun, menyam-
paikan kilang yang 
dimiliki Pertamina 
mampu mengolah 
minyak mentah atau 
crude yang berasal 
dari Rusia. Pernya-
taan tersebut terkait 
dengan rencana 
pemerintah untuk 
membeli minyak 
mentah dari Rusia.

nitikberatkan pada upaya 
memastikan ketersediaan 
energi nasional di tengah 
dinamika global, termasuk 
melalui kerja sama pasokan 
dan investasi sektor energi.

“Hari ini saya baru sele-
sai melakukan pertemuan 
bilateral dengan Menteri 
Energi Rusia dalam rangka 
menindaklanjuti kesepa-
katan pembicaraan antara 
Presiden Prabowo dengan 
Presiden Putin. Alhamdulil-
lah, kita mendapatkan hasil 
yang cukup baik, di mana 
kita bisa menambah ca-
dangan crude kita. Di sam-
ping itu, kita juga akan bisa 
mendapatkan LPG,” kata 
Bahlil dalam keterangan 
resmi Kementerian ESDM, 
Selasa (14/4/2026).

Rusia menyatakan kesia-
pan mendukung kebutuhan 
energi Indonesia, mencakup 
suplai minyak mentah dan 
gas bumi, termasuk LPG, 
serta pengembangan fasili-
tas penyimpanan. Sejumlah 
perusahaan energi Rusia 
turut hadir dalam forum 

tersebut, antara lain Rosneft, 
Ruschem, Zarubezhneft, 
dan Lukoil. Kehadiran me-
reka memperkuat komitmen 
keterlibatan sektor bisnis 
dalam mendukung realisasi 
kerja sama pasokan energi.

“Kita ingin semua ini be-
tul-betul memberi kepastian 
bagi ketahanan energi nasio-
nal,” ujar Bahlil.

Ia menjelaskan skema 
kerja sama akan dijalan-
kan melalui pendekatan 
antarpemerintah (G2G) dan 
antarperusahaan (B2B). Hal 
itu tidak hanya menjamin 
pasokan, tetapi juga mem-
buka peluang investasi yang 
lebih luas di sektor energi.

Bahli l  menambahkan 
kerja sama juga berpotensi 
diperluas ke pengemban-
gan fasilitas penyimpanan 
minyak mentah (crude sto-
rage), kontrak jangka pan-
jang pasokan energi, hingga 
penjajakan energi nuklir dan 
sektor mineral. Menurut dia, 
hasil pertemuan ini menja-
di sinyal positif di tengah 
ketidakpastian global yang 

mempengaruhi stabilitas 
pasokan energi dunia. Ru-
sia dinilai sebagai mitra 
strategis dengan kapasitas 
produksi besar yang dapat 
mendukung kebutuhan 
energi Indonesia.

“Sekali lagi saya merasa 
senang hari ini karena atas 
arahan Bapak Presiden Pra-
bowo untuk menindaklanju-
ti secara tuntas. Insya Allah 
kita bisa mendapatkan hasil 
yang baik,” ujarnya.

Menteri Energi Rusia, 
Sergey Tsivilev, menyam-
paikan kesiapan negaranya 
untuk memperkuat kolabo-
rasi dengan Indonesia. Ia 
menyebut kerja sama men-
cakup penyediaan minyak 
dan gas, fasilitas penyim-
panan, hingga kelistrikan, 
termasuk pembangkit listrik 
tenaga nuklir.

Sebelumnya, Menteri 
Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) Bahlil La-
hadalia menyebut masa 
kritis pasokan bahan bakar 
minyak (BBM) akibat dina-
mika global telah terlewati. 

Pemerintah menilai ketaha-
nan energi nasional mulai 
stabil seiring terjaganya stok 
dan penguatan kebijakan 
energi domestik.

Perkembangan terbaru 
menunjukkan Iran telah 
membuka Selat Hormuz 
dengan sejumlah syarat 
setelah pihak-pihak yang 
berkonflik menyepakati 
gencatan senjata. Pembu-
kaan jalur tersebut memberi 
sentimen positif terhadap 
kelancaran distribusi ener-
gi global, termasuk bagi 
Indonesia.

Bahlil memastikan saat ini 
stok energi nasional berada 
dalam kondisi aman, den-
gan cadangan BBM di atas 
20 hari dan LPG lebih dari 
10 hari. 

Pemerintah juga terus 
memperkuat cadangan 
penyangga energi untuk 
mengantisipasi potensi ge-
jolak global ke depan.

“Jadi sebenarnya saya 
ingin menyampaikan bahwa 
masa kritis kita terhadap 
dinamika global untuk BBM 
alhamdulillah kita sudah le-
wati,” kata Menteri ESDM di 
Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Bahli l  mengingatkan 
masyarakat agar mengguna-
kan energi secara bijak. Efi -
siensi penggunaan BBM dan 
LPG dinilai penting untuk 
menjaga keberlanjutan keta-
hanan energi nasional.

“Sudah barang tentu saya 
meminta kepada seluruh 
masyarakat kita harus bijak, 
arif dalam memakai BBM 
termasuk LPG,” ujarnya.

Pemerintah juga terus 
mendorong implementasi 
program biodiesel B50 se-
bagai bagian dari strategi 
mengurangi ketergantun-
gan terhadap energi impor. 
Uji coba B50 telah berjalan 
dengan capaian 60 hingga 
70 persen di berbagai sektor, 
mulai dari alat berat, kereta 
api, kapal, hingga kenda-
raan.RPB

SULTENG RAYA - Peme-
rintah RI mengeluarkan ke-
bijakan mandatori biodiesel 
yang berhasil mengurangi 
ketergantungan impor ba-
han bakar minyak (BBM), 
khususnya solar. Guru Be-
sar Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Indonesia 
(FEB UI), Rhenald Kasa-
li, mengatakan, kebijakan 
mandatori biodiesel memi-
liki potensi besar sebagai 
substitusi solar.

Hal itu didukung oleh 
ketersediaan bahan baku 
kelapa sawit yang melimpah 
di dalam negeri serta kesia-
pan teknologi pengolahan. 
"Program biodiesel memang 
efektif menekan impor solar 
dan memperbaiki neraca 
perdagangan energi melalui 
pengurangan impor solar 
secara signifi kan. Program 
itu bisa menghemat devi-
sa hingga 8-10 miliar do-
lar AS per tahun," katanya 
dikutip di Jakarta, Selasa 
(14/4/2026).

Rhenald berharap, tata 
kelola industri kelapa sawit 
yang baik guna mendu-
kung keberlanjutan pro-
gram biodiesel. Hal tersebut 
mencakup upaya pencega-
han deforestasi, pelestarian 
lingkungan, serta penghor-
matan terhadap hak-hak 
masyarakat adat.

Dia menyebut, program 
biodiesel mampu memini-
malkan potensi konfl ik an-
tara kebutuhan pangan dan 
energi (trade-off fuel-food). 
"Perlu diingat, sawit bukan 
produk homogen untuk 
energi. Peningkatan alokasi 
crude palm oil (CPO) ke 
energi dapat mengurangi 
pasokan pangan yang me-
micu kesulitan bagi substi-
tusi dapur, yaitu kelangkaan 
dan kenaikan harga minyak 
goreng," ucap Rhenald.

Direktur Eksekutif Palm 
Oil Agribusiness Strate-
gic Policy Institute (Paspi), 
Tungkot Sipayung, men-
gatakan, pengembangan 
bioenergi melalui kebija-
kan mandatori biodiesel 
berkontribusi besar dalam 
menurunkan impor BBM 
berbasis fosil. Tungkot me-
merinci, Indonesia secara 

KEBIJAKAN mandatori biodiesel berhasil mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak 
(BBM), khususnya solar. FOTO: REP

Program Biodiesel Dinilai Efektif Tekan Impor BBM
konsisten mengembangkan 
program mandatori biodie-
sel mulai dari B1 hingga 
B50 yang ditargetkan pada 
Juli 2026.

Program tersebut mampu 
mengurangi ketergantun-
gan terhadap impor solar 
hingga sekitar 50 persen. 
Penerapan biodiesel B40 
telah menurunkan impor so-
lar dari 8,3 juta kiloliter (kl) 
pada 2024 menjadi 5 juta kl 
pada 2025, atau berkurang 
3,3 juta kl.

Dari sisi penghematan de-
visa impor, menurut Tung-
kot, kebijakan biodiesel 
tahun 2025 berhasil meng-
hemat sebesar Rp 130,21 
triliun dan mengurangi emi-
si mencapai 38,88 juta ton 
CO2 ekuivalen. Kemudian 
program B40 meningkatkan 
nilai tambah CPO menjadi 
biodiesel sebesar Rp 20,43 
triliun.

Implementasi kebijakan 
mandatori dilakukan Indo-
nesia secara bertahap mulai 
dari B1 hingga B2.5 pada 
2008. Kebijakan mandatori 
biodiesel terus berlanjut 
hingga mencapai B50 mel-
alui dukungan dana sawit 
hasil pungutan ekspor (levy) 

yang dikelola oleh Badan 
Pengelola Dana Perkebunan 
atau BPDP.

"Salah satu keberhasilan 
kita saat ini adalah substi-
tusi solar impor dengan 
biodiesel sawit," ucap Tung-
kot. Dia mengingatkan, sa-
lah satu tujuan Indonesia 
mengembangkan bioenergi 

sawit adalah untuk memper-
baiki lingkungan. Penggun-
aan biodiesel dinilai lebih 
ramah karena menghasilkan 
emisi gas rumah kaca yang 
lebih rendah dibandingkan 
bahan bakar fosil.

Menurut dia, konsumsi 
energi fosil secara global 
merupakan kontributor 

utama emisi yakni sekitar 
70-80 persen yang memicu 
pemanasan global (global 
warming) dan perubahan 
iklim (global climate chan-
ge). "Dengan menggunakan 
bioenergi sawit, Indonesia 
telah berkontribusi men-
gurangi emisi global," ujar 
Tungkot.RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

KAMPUS seharusnya menjadi ruang 
aman, menjadi tempat bagi mahasiswa 
untuk belajar, berpikir kritis, dan memban-
gun karakter. Namun, rentetan kasus ke-
kerasan seksual yang mencuat belakangan 
ini menunjukkan kenyataan yang bertolak 
belakang. Kampus yang mestinya menjadi 
benteng nilai, justru kerap menjadi ruang 
abu-abu tempat predator seksual bersem-
bunyi di balik status kaum terdidik.

Kasus dugaan pelecehan seksual yang 
melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia (UI) sebagai pela-
kunya menjadi contoh paling mutakhir. 
Dugaan pelecehan secara verbal di ruang 
percakapan digital itu bukan hanya soal 
etika pergaulan, melainkan juga mencermin-
kan budaya permisif terhadap kekerasan 
berbasis gender.

Kasus di UI tidak berdiri sendiri. Dugaan 
pelecehan seksual juga muncul dari kam-
pus-kampus lain, seperti di Universitas Budi 
Luhur, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 
Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi 
Bandung, hingga IPB University. Pelakunya 
beragam, mulai dari mahasiswa hingga 
dosen, bahkan guru besar. Fakta tersebut 
mengindikasikan bahwa kekerasan seksu-
al di kampus bukan lagi insiden sporadis, 
melainkan masalah sistemik.

Data Jaringan Pemantau Pendidikan In-
donesia, yang mencatat 233 kasus kekerasan 
di lingkungan pendidikan hanya dalam tiga 
bulan pertama 2026, memperkuat kesim-
pulan tersebut. Angka itu bukan sekadar 
statistik, melainkan potret kegagalan insti-
tusi pendidikan tinggi dalam menjalankan 
fungsi perlindungan. Kampus gagal men-
jadi ruang aman, bahkan bagi mereka yang 
seharusnya dilindungi sepenuhnya.Sumber 
Daya Pendidikan

Ironisnya, banyak institusi masih terjebak 
pada logika reputasi. Alih-alih membuka 
kasus secara transparan, sebagian memilih 
menutupinya demi menjaga nama baik. 
Dalam situasi seperti ini, korban sering kali 
berada dalam posisi paling rentan. Para 
korban takut stigma, mengalami tekanan so-
sial, hingga ancaman terhadap masa depan 
akademik mereka. Ketika pelaku memiliki 
posisi sosial lebih tinggi, ketimpangan kuasa 
semakin memperparah keadaan.

Di sinilah pentingnya reformasi sistemik. 
Perguruan tinggi tidak cukup hanya mem-
bentuk satuan tugas formal. Unit penan-
ganan kekerasan seksual harus benar-benar 
independen, profesional, dan bebas dari 
konflik kepentingan. Tanpa independensi, 
sulit mengharapkan penanganan yang ob-
jektif dan berpihak kepada korban.

Selain itu, pencegahan tidak bisa hanya 
mengandalkan penindakan setelah kejadian. 
Edukasi tentang kekerasan seksual, relasi 
kuasa, dan etika pergaulan harus menjadi 
bagian integral dari kehidupan kampus. 
Seluruh sivitas akademika, mulai dari maha-
siswa, dosen, hingga tenaga kependidikan 
harus memahami batasan, konsekuensi, dan 
tanggung jawab masing-masing.

Lebih jauh, kasus-kasus ini juga men-
gingatkan bahwa pendidikan, khususnya 
pendidikan tinggi, tidak boleh berhenti pada 
pencapaian intelektual semata. Kampus har-
us kembali pada mandat utamanya, yakni 
membentuk manusia yang utuh, bukan 
hanya cerdas, melainkan juga berintegritas 
dan berempati. Tanpa itu, gelar akademik 
hanya menjadi topeng yang menutupi pe-
rilaku menyimpang.

Sudah saatnya kampus berhenti menjadi 
ruang aman semu. Transparansi, keber-
pihakan kepada korban, dan keberanian 
menindak pelaku tanpa pandang bulu harus 
menjadi standar baru. Jika tidak, kampus 
justru akan terus melahirkan generasi yang 
cerdas secara intelektual, tetapi gagal secara 
moral, dan itu adalah ancaman yang jauh 
lebih besar bagi masa depan bangsa.*Media 
Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-
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Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

Warda L
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Rekrutmen Manajer Koperasi Desa Merah 
Putih Jadi Kunci Sukses Pengelolaan Desa

LANGKAH pemerintah dalam memperkuat 
ekonomi desa melalui program Koperasi Desa 
Merah Putih tidak hanya bergantung pada pem-
bangunan fisik semata. Lebih dari itu, kualitas 
sumber daya manusia yang mengelola koperasi 
menjadi faktor penentu keberhasilan. Dalam 
konteks ini, proses rekrutmen manajer Kopdes 
menjadi titik krusial yang menentukan arah dan 
keberlanjutan program di tingkat akar rumput.

PEMERINTAH me-
lalui Menteri Koor-
dinator  Bidang 
Pangan, Zulkifli 

Hasan, menegaskan bahwa 
rekrutmen dilakukan secara 
terbuka dan adil. Ia menyam-
paikan bahwa tidak ada ruang 
bagi praktik titipan maupun 
jalur orang dalam. Seluruh pe-
lamar harus mengikuti meka-
nisme yang telah ditetapkan 
secara terpusat melalui sistem 
resmi pemerintah. Penegasan 
ini menjadi sinyal kuat bahwa 
pemerintah berupaya menja-
ga integritas sejak tahap awal 
pelaksanaan program.

Kebijakan tersebut tidak 
hanya menunjukkan komit-
men terhadap transparansi, 
tetapi juga menjadi bentuk 
perlindungan bagi masyara-
kat dari praktik penipuan. Pe-
merintah mengingatkan agar 
calon pelamar tidak mudah 
percaya terhadap pihak yang 
menjanjikan kelulusan den-
gan imbalan tertentu. Dengan 
sistem seleksi yang berbasis 
merit, hanya kandidat yang 
benar-benar memenuhi krite-
ria yang akan terpilih.
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bagi manajer Kopdes. Skala ini 
menunjukkan keseriusan pe-
merintah dalam membangun 
ekosistem ekonomi desa yang 
terstruktur dan profesional. 
Selain itu, ribuan posisi lain 
juga dibuka untuk mendu-
kung operasional Kampung 
Nelayan Merah Putih, sehing-
ga dampaknya tidak hanya 
dirasakan oleh masyarakat 
desa, tetapi juga komunitas 
pesisir.

Lebih lanjut, pemerintah 
menegaskan bahwa skema 
penggajian bagi tenaga yang 
lolos seleksi tidak bersumber 
dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara. Melalui 
penjelasan Menteri PANRB, 
Rini Widyantini, disebutkan 
bahwa pembiayaan berada 
di bawah mekanisme badan 
usaha milik negara. Dengan 
model ini, Kopdes diarahkan 
untuk menjadi entitas yang 
mandiri secara finansial dan 
tidak bergantung pada ang-
garan negara.

Pendekatan tersebut sejalan 
dengan visi besar pemerintah 
untuk membangun ekonomi 
desa yang berkelanjutan. Ko-
perasi tidak hanya menjadi 
wadah distribusi bantuan, 
tetapi juga sebagai pusat ak-
tivitas ekonomi yang produk-
tif. Dalam jangka panjang, 
kemandirian ini akan mem-
perkuat daya tahan ekonomi 
masyarakat desa terhadap 
berbagai tantangan.

Dukungan terhadap pro-
gram ini juga disampaikan 
oleh Wakil Menteri Koperasi, 
Farida Farichah. Ia menilai 
bahwa Koperasi Desa Merah 
Putih memiliki potensi besar 
untuk menggerakkan ekono-

mi pedesaan. Menurutnya, 
desa memiliki sumber daya 
yang melimpah dan selama ini 
belum sepenuhnya dikelola 
secara optimal. Kehadiran ma-
najer profesional diharapkan 
mampu mengubah potensi 
tersebut menjadi kekuatan 
ekonomi nyata.

Pemerintah juga telah mela-
kukan berbagai persiapan un-
tuk memastikan operasional 
Kopdes berjalan dengan baik. 
Pembangunan infrastruktur 
seperti gerai, pergudangan, 
dan fasilitas pendukung lain-
nya terus dipercepat. Proses 
ini melibatkan badan usaha 
milik negara yang bertugas 
memastikan standar kualitas 
dan efisiensi terpenuhi.

Selain pembangunan fisik, 
pendampingan terhadap pen-
gurus koperasi juga menjadi 
fokus utama. Hal ini penting 
agar manajemen Kopdes ti-
dak hanya bergantung pada 
satu individu, tetapi mampu 
bekerja secara kolektif dan 
berkelanjutan. Dengan sistem 
yang terbangun, risiko kega-
galan dapat diminimalkan 
sejak awal.

Data menunjukkan bahwa 
puluhan ribu koperasi desa 
telah terbentuk dan sebagian 
di antaranya sudah mulai 
menjalankan aktivitas usaha 
secara mandiri. Capaian ini 
menjadi indikator bahwa 
program tidak berhenti pada 
tahap perencanaan, tetapi 
benar-benar bergerak menuju 
implementasi. Namun de-
mikian, keberhasilan jangka 
panjang tetap bergantung 
pada kualitas pengelolaan di 
tingkat operasional. Di sini-
lah peran manajer menjadi 

sangat strategis. Mereka tidak 
hanya bertugas menjalan-
kan administrasi, tetapi juga 
merancang strategi bisnis, 
mengelola sumber daya, serta 
membangun jejaring dengan 
berbagai pihak. Kemampuan 
manajerial yang baik akan 
menentukan apakah koperasi 
mampu berkembang atau 
justru stagnan.

Pemerintah menyadari 
bahwa tantangan di lapan-
gan tidaklah sederhana. Oleh 
karena itu, proses seleksi 
dirancang untuk memasti-
kan bahwa kandidat yang 
terpilih benar-benar memiliki 
kompetensi yang dibutuhkan. 
Integritas, kemampuan ko-
munikasi, serta pemahaman 
terhadap ekonomi lokal men-
jadi aspek penting yang harus 
dimiliki.

Dengan seluruh rangkaian 
kebijakan yang telah disia-
pkan, rekrutmen manajer 
Kopdes bukan sekadar proses 
administratif. Ia merupakan 
fondasi utama bagi keberha-
silan program Koperasi Desa 
Merah Putih. Ketika proses 
ini berjalan secara transpa-
ran, akuntabel, dan berbasis 
kompetensi, maka harapan 
untuk mewujudkan desa yang 
mandiri dan sejahtera menjadi 
semakin realistis.

Pada akhirnya, keberhasi-
lan program ini akan menjadi 
cerminan dari konsistensi pe-
merintah dalam menjalankan 
visi pembangunan dari ping-
giran. Rekrutmen yang tepat 
akan melahirkan pengelola 
yang tepat, dan dari situlah 
roda ekonomi desa dapat 
berputar secara berkelanjutan. 
*) Analis Ekonomi Sosial

Standar yang ditetapkan 
juga cukup jelas dan terukur. 
Lulusan minimal D3 hingga 
S1 dari berbagai jurusan di-
beri kesempatan yang sama, 
dengan syarat IPK minimal 
2,75 dan batas usia maksimal 
35 tahun. Ketentuan ini men-
cerminkan upaya pemerintah 
untuk menjaring tenaga pro-
fesional muda yang memiliki 
kapasitas akademik sekaligus 
energi untuk membangun 
desa.

Di sisi lain, faktor kedekatan 
domisili turut dipertimbang-
kan dalam kondisi tertentu. 
Hal ini bukan bentuk diskri-
minasi, melainkan strategi 
untuk memastikan efektivitas 
kerja di lapangan. Kandidat 
yang berasal dari wilayah 
setempat dinilai lebih mema-
hami karakter sosial, budaya, 
serta potensi ekonomi desa 
yang akan dikelola. Dengan 
demikian, keputusan tersebut 
justru memperkuat relevansi 
dan keberlanjutan program.

Rekrutmen besar-besaran 
ini mencakup puluhan ribu 
posisi, dengan sekitar 30.000 
di antaranya diperuntukkan 
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AKIBATNYA, dun-
ia hari ini sedang 
berproses menuju 
ekuilibrium baru 

yang sepenuhnya berbeda 
dengan yang pernah ada – 
bipolarism dengan AS dan 
sekutunya di satu sisi dan 
Uni Soviet beserta aliansinya 
di sisi yang lain. Atau, yang 
tengah berjalan saat ini, yaitu 
multipolarism yang terdiri dari 
AS plus sekutunya, China dan 
Rusia. Walaupun perang anta-
ra AS-Israel melawan Iran be-
lum berakhir, namun, apapun 
hasil akhirnya, Iran berpeluang 
menjadi polar/kutub baru ter-
sendiri bila perang usai kelak.

Keunggulan Iran di ranah 
geopolitik, geostrategi dan 
militer saat ini juga merambah 
jauh ke sektor pelayaran di 
Selat Hormuz. Hal ini wajar 
karena perairan sempit itu 
sudah dijadikan senjata (we-
aponized), paling tidak bagian 
dari persenjataan, oleh negara 
tersebut di samping drone, 
misil, roket, dll. 

Caranya dengan menyekat 
atau memblokade area seluas 
33 km tersebut dan membatasi 
navigasi kapal-kapal yang 
hendak menuju dan keluar 
negara Teluk Persia seperti 
Kuwait, UAE, Qatar, Bahrain, 
Oman dan Arab Saudi. Iran 
memberlakukan sebuah meka-

SELAT Hormuz terus memberikan kejutan 
sejak perang antara AS-Israel versus Iran pecah 
sejak beberapa waktu lalu. Gelombang kejut 
(shock wave)-nya melintasi sekat-sekat geogra-
fis dan bisnis mondial. 

nisme yang lazim dalam dunia 
pelayaran, khususnya dunia 
militer: friend or foe. Kapal-
kapal milik atau dioperasikan 
oleh friend/teman/sahabat 
diizinkan meneruskan per-
jalanannya di Selat Hormuz. 

Sementara kapal-kapal mu-
suh (foe) akan dicegat, baik 
yang hendak masuk maupun 
keluar dari perairan itu. Ada 
berbagai cara untuk menentu-
kan sebuah kapal merupakan 
miliknya teman atau musuh. 
Yang sering dipakai adalah 
radar yang dioperasikan oleh 
otoritas pengendali lalu lintas 
udara/laut milik sipil maupun 
militer. 

Tetapi dapat pula meng-
gunakan radio atau inframer-
ah. Sistem ini, dikenal dengan 
istilah populernya identificati-
on friend or foe, IFF, pertama 
kali dikembangkan selama 
Perang Dunia II menyusul 
diintroduksinya radio detec-
tion and ranging atau radar. 
Di samping itu, banyaknya 
insiden salah tembak akibat 
tidak dikenalnya target apakah 
sebagai teman atau musuh 
turut pula mendorong pene-
rapan IFF. 

Ketika Angkatan Laut Se-
pah Pasdaran atau Pasukan 
Pengawal Revolusi Islam atau 
Islamic Revolutionary Guard 
Corps, disingkat IRGC, men-

Babak Baru Navigasi Selat Hormuz
gumumkan penutupan Selat 
Hormuz tak lama setelah pe-
rang meletus akhir Februari 
lalu, sampai derajat tertentu, 
protokol IFF pun diterapkan. 

Beberapa tanker yang dii-
dentifikasi oleh mereka seba-
gai foe karena tidak mengin-
dahkan amar yang diberikan 
agar tetap diam di tempat 
mereka anchorage akhirnya di-
tembak dengan drone maupun 
misil. Ketika tulisan ini disus-
un masih cukup banyak kapal 
pengangkut minyak yang 
tertahan di pelabuhan muat 
yang berada di negara-negara 
Teluk Persia. 

Babak Baru
Memasuki bulan kedua pe-

rang, dinamika di Selat Hor-
muz memasuki babak baru. 
Kini, untuk bernavigasi di sana 
pelayaran harus membayar 
“uang tol” sebesar 2 juta dollar 
AS. Diberitakan oleh berbagai 
media internasional, langkah 
ini sudah disetujui oleh parle-
men Iran baru-baru ini. 

Sebelumnya, kapal-kapal 
yang diizinkan berlayar kem-
bali tidak perlu membayar 
uang tol, cukup bernegosiasi 
dengan otoritas Iran. Sete-
lah Teheran meyakini bahwa 
kapal-kapal itu bukan dio-
perasikan atau dimiliki oleh 
musuh-musuhnya – melalui 
protokol IFF – barulah diizin-
kan melewati Selat Hormuz. 

Tidak ada biaya yang di-
kenakan untuk ini. Proses 
inilah yang barangkali tidak 
atau belum bisa dilalui oleh 
dua tanker yang ada kaitan-
nya dengan Pertamina, MT 
Gamsunoro (berbendera Pana-
ma) dan MT Pertamina Pride 
(berkebangsaan Singapura), 

yang belum juga keluar selat 
sampai kini. 

Sependek pengetahuan pe-
nulis, negosiasi melepaskan 
kapal bukan tidak ada bia-
ya sama sekali. Pastilah ada. 
Hanya saja, prosesnya tidak 
banyak diketahui oleh publik 
yang awam atas bisnis pelay-
aran. Mereka yang mengerti 
sektor ini mafhum bahwa 
semua itu ada biayanya dan 
pengusaha/operator pelaya-
ran dan shipper sudah men-
yiapkan dananya. Diambilkan 
dari berbagai asuransi yang 
mereka bayar preminya kepa-
da insurer untuk perlindun-
gan: hull and machinery, cargo 
dan protection and indemnity 
(P&I). Dalam khazanah pela-
yaran ada pula perlindungan 
yang dikenal dengan istilah 
war risk insurance atau war 
risk surcharge yang mengk-
over kerugian akibat perang. 
Itu artinya, kapal-kapal yang 
terbakar atau robek lambung-
nya akibat hantaman rudal 
dan drone Iran dalam perang 
AS-Israel vs Iran tetap tidak 
boncos-boncos amat. 

Pengenaan uang tol Selat 
Hormuz oleh Iran menjadi-
kan praktik yang selama ini 
berlangsung di balik tembok 
perusahaan asuransi maritim 
di Inggris, AS, Hong Kong, 
Singapura atau Shanghai men-
jadi lebih transparan. Dan, 
menjadi pemasukan (revenue) 
tambahan bagi Negeri Mullah 
itu. 

Pertanyaannya, bagaimana 
membaca langkah Iran men-
genakan pungutan Selat Hor-
muz itu? Yang jelas, kebijakan 
tersebut sebuah terobosan 
finansial karena banyak negara 
yang memiliki selat namun ha-

nya sedikit di antaranya yang 
bisa mendatangkan cuan.

Dari sisi hukum, dengan le-
bar sekitar 21-29 nautical miles 
pada titik tersempit, yang 
lebih kecil dari total klaim laut 
teritorial Iran dan Oman, ma-
sing-masing 12 mil lau, maka 
secara faktual seluruh Selat 
Hormuz berada dalam wilay-
ah laut teritorial kedua negara 
yang saling tumpang tindih.

Namun demikian, berdasar-
kan United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea 
(UNCLOS), rezim selat inter-
nasional tetap berlaku dalam 
kondisi tersebut, di mana 
transit passage sebagaimana 
diatur dalam Bab III (Pasal 
34–45), memang dirancang 
untuk diterapkan pada selat 
yang seluruhnya berada dalam 
laut teritorial negara pantai. 

Jadi, permasalahan utama-
nya adalah Iran tidak merati-
fikasi UNCLOS, sehingga Iran 
tidak mengakui sepenuhnya 
rezim transit passage dan 
berpegang pada pendekatan 
innocent passage. Iran men-
ganggap Selat Hormuz sebagai 
bagian dari laut teritorialnya, 
sehingga kapal yang melintas 
dipandang harus tunduk pada 
kontrol negara pantai, terma-
suk dalam bentuk kewajiban 
pemberitahuan atau bahkan 
perizinan dalam bernavigasi. 

Selain Iran, Turki juga me-
rupakan littoral state yang 
mengenakan charge bagi 
setiap kapal yang melewati 
Selat Bosphorus. Besarnya 
sekitar 5,83 dollar AS per ton. 
Tarifnya akan terus disesuai-
kan setiap tahun dan tarif saat 
ini ditetapkan tahun lalu. *) 
Direktur The National Maritime 
Institute (Namarin)

Kampus bukan 
Ruang Aman Semu
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SULTENG RAYA– Di 
tengah dinamika pemban-
gunan daerah dengan tun-
tutan tata kelola yang trans-
paran, inklusif, dan berke-
lanjutan, kolaborasi antara 
dunia usaha dan pemangku 
kepentingan daerah menjadi 
sangat krusial. 

Menjawab konteks terse-
but, PT Vale Indonesia Tbk 
(PT Vale), bagian dari grup 
MIND ID, bersama jajaran 
Forum Koordinasi Pimpi-
nan Daerah (Forkopimda) 
Kabupaten Luwu Timur, 
Provinsi Sulawesi Selatan, 
memanfaatkan momentum 

Halalbihalal sebagai ruang 
strategis untuk memperkuat 
sinergi dan menyelaraskan 
peran, Jumat (17/4/2026). 

Kolaborasi ini tidak ha-
nya penting dalam menjaga 
stabilitas dan efektivitas 
operasional perusahaan, 
tetapi juga menjadi fondasi 

SULTENG RAYA - Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) meminta PT Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk 
segera menuntaskan penyelesaian 
kasus yang dialami nasabah di BNI 
Kantor Cabang Pembantu (KCP) 
Aek Nabara guna memastikan pe-
lindungan konsumen dan menjaga 
kepercayaan masyarakat terhadap 
sektor jasa keuangan.

OJK telah memanggil Direksi dan 
manajemen BNI untuk meminta 
penjelasan serta menegaskan agar 
langkah penyelesaian dilakukan se-
cara cepat, menyeluruh, transparan, 
dan bertanggung jawab.

OJK menegaskan bahwa pelindun-
gan nasabah merupakan prioritas 
utama, karena itu OJK meminta BNI 
segera menyelesaikan penanganan 
kasus dimaksud dengan melakukan 
verifikasi secara menyeluruh, me-
menuhi hak nasabah sesuai keten-
tuan yang berlaku, serta menyam-
paikan perkembangan penanganan 
secara berkala kepada OJK.

Dalam proses penanganan yang 
sedang berjalan, BNI melalui koor-
dinasi dengan aparat penegak 
hukum dan instansi terkait telah 
melakukan langkah pengamanan 
terhadap aset yang diduga berkai-
tan dengan kasus tersebut.

Langkah itu dilakukan sebagai 
bagian dari upaya menjaga kepen-
tingan nasabah serta mendukung 
proses penyelesaian yang akuntabel 
sesuai ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

Terkait dana nasabah, hingga 
saat ini, BNI telah melakukan 
verifikasi dan merealisasikan pen-
gembalian dana kepada nasabah 

sebesar Rp7 miliar.  OJK akan 
terus memantau proses verifikasi 
dan penyelesaian atas sisa dana 
dimaksud agar berlangsung secara 
transparan, adil, dan sesuai keten-
tuan yang berlaku.

Selain itu, OJK meminta BNI me-
lakukan investigasi internal secara 
menyeluruh, termasuk pendalaman 
atas aspek kepatuhan, pengendalian 
internal, dan tata kelola. Langkah 
tersebut penting untuk memastikan 
akar permasalahan teridentifikasi 
dengan baik serta tindakan perbai-
kan dapat segera dilakukan guna 
mencegah terulangnya kejadian 
serupa di kemudian hari.

BNI juga telah menyampaikan 
komitmennya untuk menyelesai-
kan kasus ini secara tuntas dan 
bertanggung jawab. OJK akan 
terus mengawasi proses tersebut 
dan memastikan setiap langkah 
penyelesaian dilakukan dengan 
mengedepankan prinsip pelindun-
gan konsumen, transparansi, dan 
akuntabilitas.

OJK menegaskan bahwa apabila 
dalam proses pendalaman dan 
pengawasan ditemukan adanya pe-
langgaran terhadap ketentuan yang 
berlaku, maka OJK akan mengambil 
langkah pengawasan dan tindak 
lanjut sesuai kewenangannya.

OJK mengajak seluruh pihak 
untuk mengedepankan komunikasi 
yang konstruktif dan menghormati 
proses hukum yang sedang ber-
jalan. Bagi nasabah yang membu-
tuhkan informasi lebih lanjut atau 
ingin menyampaikan pengaduan, 
dapat menghubungi layanan resmi 
BNI atau Kontak OJK 157. RHT

SULTENG RAYA – Sei-
ring meningkatnya aktivitas 
digital di rumah, kebutuhan 
keluarga akan Wi‑Fi yang 
nyaman dan merata sema-
kin penting, terutama saat 
orangtua perlu tetap pro-
duktif WFH dari kamar atau 
ruang kerja, sementara anak 
aktif belajar atau streaming 
dari ruang keluarga pada 
waktu yang sama.

Untuk menjawab kebu-
tuhan tersebut, Telkomsel 
menghadirkan IndiHome 
Ultra Mesh Wi‑Fi, solusi 
Wi‑Fi berteknologi “mesh” 
yang membantu memper-
luas jangkauan Wi‑Fi agar 
lebih merata di berbagai 
ruangan, terutama pada 
hunian dengan banyak sekat 
dan kamar. Layanan ini ter-
sedia secara nasional mulai 3 
Maret 2026 untuk pelanggan 
baru maupun pelanggan 
aktif IndiHome.

IndiHome Ultra Mesh 
Wi‑Fi dirancang sebagai so-
lusi plug-and-play yang mu-
dah digunakan, dengan satu 
jaringan Wi‑Fi terpusat (sin-
gle SSID atau “access point”) 
yang memungkinkan pe-
langgan tetap otomatis ter-
hubung secara nyaman saat 
berpindah dari satu ruangan 
ke ruangan lain tanpa perlu 
mengganti “Wi-Fi” secara 
manual (seamless roaming).

VP Home Broadband & 
FMC Marketing Telkomsel, 
Hardika Nugroho, menyam-
paikan, layanan Wi‑Fi sehar-
usnya tidak rumit. Karena 
itu, IndiHome Ultra Mesh 
Wi‑Fi kami rancang sebagai 
solusi praktis yang mem-
bantu menghadirkan jang-
kauan sinyal lebih merata 
hingga ke berbagai area 
rumah, termasuk untuk hu-
nian dengan dinding tebal 
atau bertingkat. 

“Dengan satu jaringan 
dan perpindahan koneksi 
otomatis, keluarga dapat 
beraktivitas digital dengan 
lebih nyaman dari mana saja 
di rumah,” katanya dalam 
keterangan tertulis yang di-
terima Sulteng Raya, Ahad 
(19/4/2026).

KANTOR Pusat BNI. FOTO: DOK. BNI

BNI Diminta Regulator 
Tuntaskan Kasus 

Dugaan Penyimpangan 
Dana Nasabah 

FOTO bersama pada kegiatan halalbihalal, Jumat (17/4/2026). FOTO: DOK. PT VALE

PT Vale dan Forkopimda Luwu Timur Halalbihalal 
Perkuat Komitmen Akselerasi Kemajuan Daerah

bersama dalam mendorong 
percepatan pembangunan 
daerah yang berdaya saing 
dan berkelanjutan. 

Kegiatan Halalbihalal di-
hadiri oleh manajemen dan 
Karyawan PT Vale Indo-
nesia, Bupati Luwu Timur 
- Irwan Bachri Syam, Ang-
gota DPRD Luwu Timur 
- Aripin, Wakapolres Luwu 
Timur - Kompol Hajriadi, 
Dandim 1403 Sawerigading 
Palopo - Letkol Inf Windra 
Sukma Prihantoro, Kepala 
Kejaksaan Negeri Luwu 
Timur - Berthy Oktavianes 
Zakarias Huliselan, Ketua 
Pengadilan Agama Malili - 
Rajiman, serta jajaran Forum 
Koordinasi Pimpinan Daer-
ah (Forkopimda) di Sorowa-
ko, Jumat (17/4/2026). 

Direktur dan Chief Sus-
tainability and Corporate 
Affairs Officer PT Vale In-
donesia Tbk, Budiawansyah 
pada kesempatan tersebut, 
menyampaikan bahwa se-
lama 57 tahun beroperasi PT 
Vale bisa memiliki kinerja 
baik berkat doa dan dukung 
dari para stakeholder peme-
rintah dan masyarakat. 

Dukungan dari Bupati, 
DPRD, TNI, dan Polri men-
jadi faktor krusial dalam me-
mastikan proyek strategis 
berjalan sesuai target. Siner-
gi ini akan membuka ruang 
lebih besar bagi realisasi 
investasi jangka panjang, 

yang secara langsung ber-
dampak pada peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dan stabilitas ekono-
mi wilayah. 

Budiawansyah mengata-
kan, kehadiran PT Vale 
adalah tentang memban-
gun masa depan bersama. 
Investasi perusahaan akan 
terus menjadi motor peng-
gerak transformasi Luwu 
Timur melalui peningkatan 
pendapatan daerah dan 
pemberdayaan masyarakat. 

Di momen ini juga, Bupati 
Luwu Timur menyampai-
kan rasa syukurnya karena 
perusahaan terus berusa-
ha menjalin silaturahmi 
bersama pemerintah dan 
masyarakat. 

Irwan Bachri Syam men-
gatakan lebih dari lima 
dekade PT Vale memberi 
banyak sekali manfaat bagi 
perkembangan daerah. 

“Daerah kita ini seperti 
ikut memiliki saham 2,5% 
dari PT Vale. Setiap tahun 
keuntungannya mengalir 
untuk pendapatan daerah. 
Maka dari itu, jika ada as-
pirasi jangan sedikit-sedi-
kit demo. Pemerintah siap 
menjembatani kepentingan 
masyarakat bersama ma-
najemen PT Vale,” ucapnya 
saat sambutan. 

Bupati Luwu Timur juga 
menceritakan berkat ker-
jasama dengan baik antar 

perusahaan, pemerintah dan 
masyarakat akhirnya tahun 
ini kasus sengketa lahan Old 
Camp di Sorowako bisa sele-
sai dengan kesepakatan yang 
baik untuk semua pihak. 

Ia menutup sambutannya 
dengan pernyataan dukun-
gan untuk segala peren-
canaan dari PT Vale demi 
kelestarian lingkungan dan 
pemberdayaan masyarakat 
di Luwu Timur khususnya 
empat area pemberdayaan 
di Sorowako, Wawondula, 
Wasuponda dan Malili. 

Kinerja Tangguh untuk Kontri-
busi Daerah yang Lebih Luas

Di tengah dinamika pasar 
global, PT Vale membukti-
kan ketangguhan operasio-
nalnya dengan mencatatkan 
laba bersih sebesar US$76,1 
juta pada tahun 2025, me-
ningkat 32% dibandingkan 
tahun sebelumnya. Pertum-
buhan positif ini menjadi 
modal strategis bagi perusa-
haan untuk berkontribusi le-
bih dan menjadi bagian dari 
solusi dalam mengakselerasi 
kemajuan daerah.

Beberapa program yang 
diinisiasi oleh perusahaan 
seperti pelatihan keteram-
pilan bersertifikat untuk 
meningkatkan kapasitas 
angkatan tenaga kerja lokal 
guna memastikan putra-
putri daerah menjadi aktor 
utama dalam operasional 

industri. Serta penyaluran 
beasiswa kepada lebih dari 
1.000 pelajar.

Tidak hanya berkont-
ribusi pada peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), PT Vale juga turut 
aktif mendorong pember-
dayaan ekonomi inklusif 
melalui penguatan kapa-
sitas UMKM dan resiliensi 
sosial-ekologi masyarakat 
di sekitar wilayah operasio-
nal sesuai standar Kepmen 
ESDM Nomor 1824 K/30/
MEM/2018 tentang Pedo-
man Pelaksanaan Pengem-
bangan dan Pemberdayaan 
Masyarakat (PPM).

Langkah ini mencermin-
kan visi strategis bahwa per-
tumbuhan industri harus 
berjalan selaras dengan pe-
mulihan lingkungan, memas-
tikan bahwa warisan ekologi 
Luwu Timur tetap terjaga 
bagi generasi mendatang.

Melalui penguatan hu-
bungan yang harmonis den-
gan Pemerintah Daerah dan 
masyarakat, PT Vale opti-
mis mampu menghadapi 
tantangan global di masa 
depan. Kolaborasi ini bu-
kan hanya tentang menjaga 
operasional saat ini, tetapi 
tentang membangun legacy 
pembangunan yang inklu-
sif, ramah lingkungan, dan 
memberikan manfaat jangka 
panjang bagi seluruh masya-
rakat Luwu Timur. RHT

IndiHome Telkomsel 
Hadirkan Ultra Mesh Wi‑Fi 

• Biaya sewa Rp35.000/
bulan per perangkat (belum 
termasuk PPN)

• Biaya instalasi satu kali 
Rp65.000

• Instalasi oleh teknisi, 
satu kali kunjungan untuk 
beberapa perangkat

• Memerlukan ONT yang 
mendukung teknologi Mesh (*/RHT)

Berbeda dari router kon-
vensional atau Wi‑Fi exten-
der yang mengharuskan pe-
langgan berpindah jaringan 
secara manual saat berganti 
ruangan, teknologi mesh 
bekerja dalam satu jaringan 
terintegrasi. 

Dengan demikian, konek-
si Wi‑Fi dapat terasa lebih 
konsisten di berbagai ruan-
gan, serta lebih ideal untuk 
rumah besar/bertingkat dan 
keluarga dengan banyak 
perangkat yang terkoneksi 
bersamaan.

Berbeda dari router kon-
vensional atau WiFi exten-
der yang mengharuskan 
pelanggan berpindah ja-
ringan secara manual saat 
berganti ruangan, teknologi 
mesh bekerja dalam satu ja-
ringan terintegrasi. Dengan 
demikian, koneksi Wi Fi 
dapat terasa lebih konsisten 
di berbagai ruangan, serta 
lebih ideal untuk rumah 
besar atau bertingkat dan 
keluarga dengan banyak 
perangkat yang terkoneksi 
bersamaan.

S a a t  i n i ,  T e l k o m s e l 
menyediakan dua pilihan 
produk IndiHome Ultra 
Mesh WiFi, yang bisa di-
pesan atau dibeli melalui 
GraPARI maupun mitra 
penjualan resmi IndiHome.

1. Hard Bundle Internet + 
Mesh WiFi (pelanggan baru 
IndiHome)

• Internet IndiHome + 1 
perangkat Mesh dalam satu 
paket

• Mulai Rp285.000/bulan, 
pilihan kecepatan 75, 100, 
150, hingga 200 Mbps

• Bebas biaya instalasi 
Mesh bersamaan dengan 
pemasangan IndiHome

• Hanya dikenakan biaya 
instalasi IndiHome

• Perangkat Mesh meng-
gunakan skema sewa dan 
dikelola Telkomsel

2. AddOn Ultra Mesh WiFi 
(pelanggan aktif IndiHome)

• Penambahan hingga 3 
perangkat Mesh sesuai luas 
area rumah

ILUSTRASI bekerja semakin produktif memanfaatkan internet WiFi 
yang menggunakan IndiHome Ultra Mesh WiFi. FOTO: TELKOMSEL
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lumnya. Berdasarkan lapo-
ran petugas melalui sistem 
informasi Kesehatan He-
wan Nasional (iSIKHNAS) 
jumlah kasus mengalami 
penurunan.

“Hal ini merupakan hasil 
dari upaya maksimal peme-
rintah dalam pelaksanaan 
vaksinasi PMK di lapan-
gan. Upaya pengendalian 
dilakukan secara preventif 
mengingat PMK sebelum-
nya sudah pernah terjadi di 
wilayah Sulawesi Tengah,” 
jelasnya.

Ia mengatakan, vaksinasi 
menjadi langkah utama un-
tuk meningkatkan kekebalan 
tubuh ternak terhadap virus 

PMK. Hingga saat ini, belum 
terdapat laporan kasus baru 
memiliki gejala klinis PMK 
berdasarkan data dalam 
sistem iSIKHNAS.

Lebih lanjut kata dia, pada 
tahun sebelumnya, hampir 
seluruh Kabupaten/Kota di 
Sulteng melaporkan kasus 
PMK secara klinis, kecua-
li kabupaten Banggai Ke-
pulauan dan Banggai Laut.

Namun kata dia, preva-
lensi kasus tercatat kurang 
dari 2 persen dari total popu-
lasi ternak, sehingga masih 
dalam kategori terkendali.

Ia mengatakan, penyakit 
tersebut umumnya menye-
rang sapi, serta dapat pula 

menginfeksi kambing, dom-
ba, dan kerbau.Penyebab 
dan penularan PMK umum-
nya terjadi melalui lalu lintas 
ternak tidak memiliki riwa-
yat kesehatan yang jelas.

Selain melalui kontak 
langsung antar ternak, kata 
dia, virus juga dapat menye-
bar melalui peralatan kan-
dang dan tempat pakan ter-
kontaminasi sisa pakan dari 
ternak terinfeksi kendaraan 
pengangkut ternak, petugas 
berpindah dari lokasi ternak 
sakit ke ternak sehat tanpa 
prosedur sanitasi.

“Virus PMK memiliki 
masa inkubasi sekitar 14 
hari,” ujarnya.

Ia mengatakan, gejala 
klinis muncul antara lain, 
demam, tidak nafsu ma-
kan,serta luka pada bagian 
mulut, lidah dan kuku.

Olehnya, ia mengimbau 
peternak melakukan lang-
kah-langkah menjaga kua-
litas dan kecukupan nutrisi 
pakan ternak. Mengawasi 
lalu lintas ternak yang ma-
suk ke kandang, tidak langs-
ung mencampurkan ternak 
baru dengan ternak lama 
(melakukan isolasi terlebih 
dahulu).

Memastikan ternak te-
lah mendapatkan vaksinasi 
PMK, menjaga kebersihan 
kandang dan peralatan. ANT

tersebut,” kata Vera saat di-
temui awak media di Sojol, 
Donggala, Sabtu.

Ia mengemukakan pihak-
nya segera memerintahkan 
Dinas Perikanan  untuk se-
gera melakukan penataan 
ulang tata letak kawasan 
tambak tersebut.

“Perubahan tata letak tam-
bak itu diharapkan bisa me-
ningkatkan teknologi dari 
semi tradisional menjadi 
intensif untuk mendongkrak 
produktivitasnya,” ucapnya.

Ia menuturkan pemerin-
tah daerah juga membangun 
pabrik es dengan kapasitas 
produksi mencapai 300 ba-
lok es per hari.

Menurut dia, fasilitas 
pabrik es itu untuk mem-
berikan kemudahan bagi 
pelaku usaha perikanan 
dalam menjaga kualitas ikan 
tetap segar sebelum dijual ke 
wilayah lainnya.

“Dengan adanya tambak 
dan pabrik es ini ke de-
pannya dapat memberikan 

kontribusi nyata terhadap 
penerimaan pendapatan 
daerah,” sebutnya.

Vera menyebutkan luas 
tambak percontohan di ka-
wasan Tonggolobibi men-
capai 3 hektare.

“Nantinya, lokasi tambak 
ini dilengkapi pendampin-
gan teknis dari petugas pe-
rikanan sehingga pembudi 
daya tidak perlu jauh-jauh 
ke Kota Donggala sebab 
sudah ada petugas yang bisa 
memberikan pembinaan 

secara rutin,” kata dia.
Pemerintah daerah me-

mastikan kawasan tambak 
percontohan tersebut men-
jadi pusat peningkatan ku-
alitas sumber daya manusia 
(SDM) di sektor perika-
nan, sekaligus berkontri-
busi terhadap peningkatan 
pendapatan daerah.

“Segera kami akan siapkan 
tenaga ahli agar tambak ini 
bisa menjadi tempat belajar 
dan memberi kontribusi nyata 
bagi daerah,” ujarnya. ANT

Selama rangkaian kegi-
atan, pemerintah juga meng-
hadirkan berbagai program 
bermanfaat bagi masyara-
kat, seperti job fair yang 
diharapkan dapat membuka 
peluang kerja bagi warga lo-
kal, serta membuka kembali 
program beasiswa “Bera-
ni Cerdas” untuk mendu-

kung peningkatan kualitas 
pendidikan generasi muda 
Sulteng.

Menutup sambutannya, 
Gubernur mengajak masy-
arakat untuk tetap menjaga 
keamanan dan ketertiban, 
serta menjadikan perin-
gatan ini tidak sekadar hi-
buran, tetapi sebagai ajang 

memperkuat energi kolektif 
dalam membangun daerah.

Konser penutupan turut 
dimeriahkan oleh sejumlah 
artis lokal dan nasional, di 
antaranya Katuvua Band, Feo 
404 Not Found, Rakesh, Kaili 
Man, OM Leo feat Ello, Pee 
Wee Gaskins, serta All Star 
Timur yang menghadirkan 

Toton Caribo, Wizz Baker, 
Jacson Zeran, Novia Bachmid, 
dan Moluccan Soul.

Turut hadir dalam kegi-
atan tersebut Wakil Guber-
nur Sulawesi Tengah  Reny 
A. Lamadjido, Ketua TP 
PKK Provinsi Sulteng Sry 
Nirwanti Bahasoan, dan 
unsur Forkopimda. WAN

“Itu sudah lama, dan bu-
kan berarti saya melegitima-
si,” ujarnya.

Di tengah polemik yang 
berkembang, Partai Hanura 
sebagai kendaraan politik 
Selpina mengambil sikap ha-
ti-hati. Ketua DPC Hanura 
Parigi Moutong, Feri Budi-
utomo, menegaskan par-
tainya tidak akan gegabah, 
namun tetap membuka ru-
ang penindakan jika terbukti 
ada pelanggaran.

“Kalau kemudian dia be-
rafiliasi dengan kegiatan 
tersebut, tentu partai akan 
mengambil tindakan tegas. 
Tapi kami tetap mengede-
pankan asas praduga tak 
bersalah,” kata Feri.

Menurutnya, proses inter-
nal partai akan berjalan ber-
jenjang melalui mekanisme 
mahkamah partai, dengan 

dasar pembuktian yang kuat. 
Ia menegaskan, dugaan keter-
libatan dalam tambang ilegal 
tidak bisa hanya bertumpu 
pada opini publik.

“Yang bisa membukti-
kan itu penegak hukum, 
kepolisian dan kejaksaan,” 
ujarnya.

Feri juga menilai, per-
soalan tambang ilegal me-
rupakan domain aparat 
penegak hukum, sehingga 
DPRD tidak memiliki ke-
wenangan langsung untuk 
melakukan penindakan.

Namun di sisi lain, suara 
kritis datang dari kalangan 
masyarakat sipil. Pendiri 
Rumah Hukum Tadulako, 
Hartono Taharudin, justru 
melihat polemik ini mem-
buka pertanyaan mendasar 
tentang fungsi pengawasan 
DPRD.

Ia menyoroti pengakuan 
Selpina terkait adanya ke-
luarga yang pernah terlibat 
dalam aktivitas pertam-
bangan. Menurutnya, seba-
gai wakil rakyat, anggota 
DPRD memiliki tanggung 
jawab moral untuk bersikap 
terhadap praktik ilegal di 
sekitarnya.

“Kalau mengetahui tetapi 
tidak bersikap, itu bisa di-
maknai sebagai pembiaran,” 
tegas Hartono.

Ia  bahkan mendesak 
Aparat Penegak Hukum 
(APH) untuk menelusuri 
kemungkinan adanya aliran 
dana dari aktivitas tambang 
ilegal, termasuk yang ber-
potensi menyentuh pembia-
yaan layanan publik.

Tak hanya itu, Badan Ke-
hormatan (BK) DPRD Parigi 
Moutong juga didorong 

untuk segera turun tan-
gan, guna menjaga marwah 
lembaga legislatif di tengah 
sorotan publik.

“Kepercayaan publik jan-
gan sampai menurun karena 
persoalan ini,” ujarnya.

Polemik ini pun menem-
patkan banyak pihak pada 
posisi masing-masing: Selpi-
na yang berupaya member-
sihkan namanya, partai yang 
menunggu bukti sebelum 
bertindak, serta masyara-
kat sipil yang mendorong 
transparansi dan penegakan 
hukum.

Di tengah tarik-menarik 
persepsi dan fakta, satu hal 
menjadi jelas—isu tambang 
ilegal bukan sekadar per-
soalan hukum, tetapi juga 
ujian integritas bagi semua 
pihak yang berada di ling-
karannya. AJI

“Korban tertimpa longs-
oran saat mengambil tanah 
untuk dimasukkan ke kar-
ung. Aktivitasnya murni 
manual,” ujar Felix.

Satu rekan korban berha-
sil selamat dari peristiwa 
itu dan kini menjadi saksi 
kunci untuk mengungkap 
kronologi lengkap kejadi-
an. Sementara itu, polisi 
memastikan tidak ada peng-
gunaan alat berat di lokasi—

seluruh aktivitas dilakukan 
secara tradisional, mulai 
dari menggali hingga men-
dulang.

Kawasan Tagena sendiri 
bukan nama baru dalam 
aktivitas penambangan ma-
nual. Jalur menuju lokasi 
bahkan telah lama dikenal 
warga, melalui akses ke arah 
Mess KKN Tagena. Aktivitas 
ini, meski menjadi sumber 
penghidupan, juga menyim-

pan risiko yang tak kecil.
Peristiwa yang mereng-

gut satu nyawa ini kembali 
mengingatkan bahwa di 
balik kilau emas, selalu ada 
ancaman yang mengintai. 
Tanah yang digali dengan 
harapan, bisa sewaktu-wak-
tu berubah menjadi kubur 
yang tak terduga.

Hingga kini, pihak ke-
polisian masih melakukan 
pendalaman terkait insiden 

tersebut, sekaligus mengim-
bau masyarakat agar lebih 
waspada dalam melakukan 
aktivitas penambangan, te-
rutama di lokasi yang rawan 
longsor.

Di Tagena, duka itu kini 
menyisakan sunyi—dan 
sebuah pengingat bahwa 
perjuangan mencari naf-
kah, kadang harus dibayar 
dengan harga yang terlalu 
mahal. AJI

Dari sebuah skema seran-
gan balik, pada menit ke-7, 
serangan Vietnam dari sisi 
kiri atau kanan pertahanan 
Indonesia, berbuah pelu-
ang. Abdillah Ishak ma-
sih bisa menepis peluang 
Vietnam.

Dalam 10 menit berikut-
nya, Vietnam terus meng-
gempur pertahanan Indo-
nesia. Hingga menit ke-15, 
Indonesia hanya punya 
satu pelaung lewat tendan-
gan Mierza Firjatullah.

Tepat pada menit ke-20 
wasit Choi Cheoljun mem-
beri kartu kuning Nguyen 
Van Duong setelah mela-
kukan diving di kotak pe-
nalti Indonesia. Ini isyarat 
pemain harus berhati-hati.

Saat melakukan serangan 
balik, Mierza mengalami 
cedera. Ia terpaksa ditarik 
keluar. Jebolan Piala Du-
nia U-17 2025 ini rupanya 
belum pulih benar. Sean 
Rahman Kastor masuk 
menggantikan.

Sebagai pemain U-17, 
yang mungkin baru tam-
pil dalam kejuaraan in-
ternasional, ketenangan 
pemain Indonesia U-17 
belum matang. Pemain 
sering terburu-buru saat 
menguasai bola.

Itu terlihat jelas pada 10 
menit akhir babak pertama. 
Serangan-serangan Garuda 

Muda tampak sporadis. 
Oleh karen itu pula barisan 
pertahanan Vietnam bisa 
membendung serangan itu. 

Hingga peluit panjang, 
tidak ada gol yang ter-
cipta. Skor imbang 0-0. 
Dari pertandingan lainnya, 
Malaysia unggul 1-0 atas 
Timor Leste di babak yang 
pertama.

Setelah turun minum, 
Vietnam masih dominan. 
Bedanya, kali ini Vietnam 
lebih pragmatis dengan 
sering bermain bola-bola 
panjang. Kecepatan seper-
tinya dianggap jadi kunci.

Hingga 15 menit babak 
kedua, Vietnam Indonesia 
hanya bisa melakukan se-
rangan balik yang kurang 
efektif, sedangkan Vietnam 
membuat pemain Indone-
sia kerja keras.

Indonesia baru punya 
peluang pada menit ke-63. 
Girly Andrade Guevara 
mendapat ruang terbuka, 
lantas melakukan temba-
kan dari luar kotak penalti, 
tetapi masih tipis di atas 
mistar gawang. 

Abdillah Ishak melaku-
kan penyelamatan pada 
menit ke-68. Dari sisi kiri 
atau kanan pertahanan In-
donesia, Nguyen Van Duo-
ng melepas tembakan keras 
yang bisa ditepis Abdillah.

Mendekati menit ke-80, 
Indonesia sempat men-

guasai laga. Pertahanan 
Vietnam dikepung. Hanya 
saja salah umpan menjadi 
kendala untuk bisa menu-
suk ke dalam kotak penalti. 

Higga masa injury time 
tiga menit, tak ada gol 
tercipta. Duel Indonesia 
versus Vietnam berakhir 
dengan skor imbang 0-0. 
Dengan hasil ini Indone-
sia  U-17 dipastikan tidak 
lolos ke semifinal. 

Dengan hasil ini, Viet-
nam memuncaki klasemen 
akhir Grup A dengan tujuh 
poin, di peringkat kedua 
Malaysia dengan enam 
poin. Kedua tim ini pun 
berhak lolos ke babak se-
mifinal. CNN

Susunan Pemain

Indonesia U-17: Abdillah 
Ishak (PG); Farik Rizqi, Putu 
Ekayana, Pandu Aryo, Fares 
Awkila Tjoe; Cicho Jerucho, 
Dava Yunna, Girly Andrade 
Guevara, Fardan Farras, 
Farrel Luckyta; Mierza Fir-
jatullah

Vietnam U-17: Xuan Hoa 
Ly (PG); Nguyen Manh Cuo-
ng, Nguyen Huynh Dang 
Khoa, Sy Bach Le, Tran 
Hoang Viet; Nguyen Ngoc 
Anh Hoa, Dao Quy Vuong, 
Nguyen MInh Thuy; Le Trong 
Dai Nhan, Ngoc Nguyen Luc 
Chu, Nguyen Van Duong.

SULTENG RAYA - Ang-
katan Laut Korps Garda 
Revolusi Islam (IRGC) Iran 
menyatakan Selat Hor-
muz  kembali ditutup dan 
setiap kapal yang mencoba 
melintasi jalur tersebut 
akan menjadi target.

Pernyataan itu disampai-
kan kurang dari 24 jam sete-
lah Iran sempat membuka 
kembali selat tersebut.

Dalam pernyataan yang 
dimuat Kantor Berita Ma-
hasiswa Iran (ISNA) pada 
Sabtu (18/4), Angkatan 
Laut IRGC Iran menyebut 
penutupan Selat Hormuz 
berlaku hingga Amerika 
Serikat mencabut blokade 
terhadap kapal dan pela-
buhan Iran.

Teheran menilai blokade 
itu melanggar kesepakatan 
gencatan senjata dalam 
konflik AS-Israel melawan 
Iran.

“Kami memperingatkan 
bahwa tidak ada kapal jenis 
apa pun yang boleh berge-
rak dari tempat penjang-
karannya di Teluk Persia 
dan Laut Oman,” demikian 
pernyataan Angkatan Laut 
IRGC Iran, dikutip dari 
Al Jazeera  pada Minggu 
(19/4).

“Mendekati Selat Hor-
muz akan dianggap sebagai 
bentuk kerja sama dengan 

musuh dan kapal yang 
melanggar akan dijadikan 
target,” lanjut pernyataan 
tersebut.

Dalam sebuah wawan-
cara di televisi, Ketua Par-
lemen Iran Mohammad 
Bagher Ghalibaf menegas-
kan Selat Hormuz berada 
di bawah kendali Teheran.

Pria yang juga berperan 
sebagai negosiator senior 
dalam pembicaraan perda-
maian Iran-AS itu menilai 
keputusan Washington 
menerapkan blokade dalam 
beberapa hari terakhir seba-
gai keputusan yang cero-
boh.

“Ini adalah keputusan 
yang ceroboh dan bodoh,” 
ujar Mohammad Bagher 
Ghalibaf.

Pengumuman dibuka-
nya Selat Hormuz keluar 
seiring gencatan senjata 
10 hari antara Israel dan 
Lebanon.

Saat itu, Menteri Luar 
Negeri Iran Abbas Arag-
hchi menyatakan jalur air 
tersebut terbuka sepenuh-
nya bagi kapal komersial, 
yang sempat mendorong 
harga minyak global turun.

Lebih dari selusin kapal 
komersial dilaporkan sem-
pat melintas sebelum IRGC 
mengeluarkan pernyataan 
penutupan kembali.

United Kingdom Ma-
ritime Trade Operations 
(UKMTO) pun melaporkan 
kapal cepat Iran sempat me-
nembaki dua kapal komer-
sial ketika Selat Hormuz 
ditutup lagi.

Kementerian Luar Negeri 
India juga menyatakan dua 
kapal berbendera India ter-
libat dalam sebuah insiden 
penembakan di kawasan 
Selat Hormuz.

Sejumlah kapal dagang 
di laporkan mener ima 
pesan radio dari Angkatan 
Laut IRGC yang memperin-
gatkan agar tidak melintasi 
Selat Hormuz.

Presiden AS Donald 
Trump menyatakan Iran 
t idak  dapat  memeras 
Washington dengan me-
nutup Selat Hormuz.

Ia memperingatkan akan 
mengakhiri gencatan sen-
jata jika kesepakatan ti-
dak tercapai sebelum batas 
waktu pada Rabu (22/4). 
Trump juga menegaskan 
blokade angkatan laut ter-
hadap Iran akan tetap ber-
laku.

Sementara itu, Pemimpin 
Tertinggi Iran Mojtaba Kha-
menei mengatakan ang-
katan laut negaranya siap 
memberikan “kekalahan 
pahit” kepada musuh-mu-
suhnya. CNN

SULTENG RAYA - Ko-
rea Utara  kembali mela-
kukan uji coba peluncuran 
beberapa  rudal balistik 
pada Minggu (19/4) pagi. 
Uji coba ini menambah daf-
tar panjang serangkaian uji 
coba  senjata yang dilaku-
kan negara tersebut dalam 
beberapa pekan terakhir.

“Militer kami mendeteksi 
beberapa rudal balistik tak 
dikenal yang ditembakkan 
ke Laut Timur dari daer-
ah Sinpo di Korea Utara 
sekitar pukul 06.10 (04.10 
WIB),” kata Kepala Staf 
Gabungan (Joint Chiefs of 
Staff/JCS), lembaga militer 
tertinggi Korea Selatan, 
dilansir AFP.

Lokasi penembakan ru-
dal balistik yang dimak-
sud, yakni merujuk pada 

perairan yang juga dikenal 
sebagai Laut Jepang.

Pihak militer Korea Se-
latan langsung mening-
katkan pengawasan dan 
kewaspadaan menghadapi 
kemungkinan adanya pel-
uncuran tambahan di masa 
mendatang.

Korea Utara memang 
sedang intens menguji ber-
bagai sistem persenjataan, 
termasuk rudal balistik 
dan amunisi klaster pada 
sepanjang bulan April ini.

Pada awal April, pemim-
pin Korea Utara Kim Jong-
un bahkan secara langsung 
mengawasi uji coba rudal 
jelajah strategis yang dilun-
curkan dari kapal perang 
angkatan laut negara itu.

Foto-foto resmi mem-
perlihatkan Kim Jong Un 

didampingi pejabat militer 
saat menyaksikan peluncu-
ran tersebut.

Para analis menilai, pel-
uncuran rudal ini merupa-
kan bentuk penolakan tegas 
dari Pyongyang terhadap 
upaya Seoul memperbaiki 
hubungan yang selama ini 
tegang.

Salah satu upaya ter-
sebut, yakni pernyataan 
penyesalan Seoul atas insi-
den drone sipil yang masuk 
ke wilayah Korea Utara 
pada Januari lalu.

Berdasarkan catatan The 
Chosun Daily, sebelumnya 
Korea Utara juga meluncur-
kan rudal balistik dua kali, 
pada pagi dan siang hari 
menuju Laut Timur. Hal ini 
terjadi pada tanggal 7 dan 8 
April lalu. CNN

ANGKATAN LAUT IRGC Iran menutup kembali Selat Hormuz dan mengancam kapal yang melintas. FOTO: AFP
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Ketiga judul proposal 
tersebut yakni untuk Sari 
Wulandari dari Fakultas 
Keguruan Ilmu Pendidi-
kan (FKIP) dengan judul 
“Optimalisasi Pemanfaatan 
Artifi cial Intelligence untuk 
Peningkatan Kompetensi 
Padagogik Guru MGMP 
Bahasa Inggris di Wilayah 
3T Kabupaten Donggala”.

Ayu Lestari dari Fakul-
tas Kesehatan Masyarakat 
dengan judul “Analisis Hu-
bungan Multidomain Ling-
kungan Gizi Sekolah dengan 
Status Gizi Anak-Remaja di 
Kota Palu”, dan Budiman 
dari Fakultas Kesehatan 
Masyarakat dengan judul 
“Pengembangan Prototy-
pe Bioinsektisida Nyamuk 
Ramah Lingkungan Dari 
Limbah Daun Cengkeh (Sy-

zigium Aromaticum)”.
Sementara untuk pengab-

dian tahun ini dari empat 
judul proposal yang diaju-
kan pihak LPPM Unismuh 
Palu tidak ada satupun yang 
dinyatakan lolos.  Ketua 
LPPM Unismuh Palu, Dr. 
Rukhayati, SE., MM men-
gucapkan selamat kepa-
da dosen yang dinyatakan 
lolos proposalnya tersebut, 
sekaligus berharap kepada 
dosen yang belum dinyata-
kan lolos proposalnya tidak 
berkecil hati dan semangat 
turun melakukan penelitian 
maupun pengabdian tetap 
dipertahankan.

“Alhamdulillah semangat 
dari teman-teman dosen un-
tuk turun melakukan pene-
litian maupun mengabdian 
sudah tinggi, terlihat dari 

Dr. Budiman, M. Kes bersama sejumlah mahasiswa memperagakan Penanggulangan Penyakit Tular Nyamuk melalui Inovasi Biolar-
vasida Berbasis Sumber Daya Lokal di Desa Lumbu Tarombo, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah 
disaksikan oleh Ketua LPPM Unismuh Palu, Dr. Rukhayati, SE., MM, Senin (11/11/2025) pagi. FOTO: AMILUDDIN

Unismuh Palu, Tahun Ini Loloskan Tiga 
Judul Proposal di DPPM Satu Prototype

SULTENG RAYA-Universitas Muhamma-
diyah (Unismuh) Palu melalui Lembaga 
Penelitian Pengabdian Pengabdian Masya-
rakat (LPPM) berhasil meloloskan tiga judul 
proposal dosen tahun ini untuk mendapat-
kan dana hibah penelitian dari Direktorat 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyara-
kat (DPPM) Kementerian Pendidikan Tinggi, 
Sains, dan Teknologi (KemdiktiSaintek) pada 
tahun 2026.

jumlah judul proposal yang 
diajukan, tahun ini peneli-
tian sebanyak 66 judul se-

mentara pengabdian empat 
judul,”ujar Rukhayati, Sabtu 
(18/4/2026). Namun yang 

sangat disayangkan hanya 
tiga judul yang dinyatakan 
lolos untuk mendapatkan 

pendanaan hibah penelitian. 
Hal ini sebut Rukhayati, 
akan menjadi catatan bagi 

LPPM untuk mengevaluasi 
penyebabnya.

Terpenting saat ini sebut 
Rukhayati adalah semangat 
para dosen jangan sampai 
turun, karena peluang untuk 
lolos proposalnya masih 
ada, catatan para  reviewer 
yang telah dikirimkan kepa-
da masing-masing dosen pe-
nulis proposal diperhatikan, 
catatan terkait bagian propo-
sal yang diminta diperbaiki 
segera diperbaiki, sehigga 
saat kembali dibuka pengi-
riman proposal dapat segera 
dikirim kembali. Sebagaima-
na pengalaman yang perna 
dialami Rukhayati. “Saya 
juga perna begitu, proposal-
ku tidak lolos, namun tahun-
tahun berikutnya bisa lolos 
setelah diperbaiki,”sebut-
nya. Lebih lanjut kata Ruk-
hayati, meskipun tahun ini 
terbilang lebih sedikit yang 
lolos dari tahun sebelumnya, 
namun terdapat satu judul 
penelitian prototype yang 
dinyatakan lolos yakni milik 
Dr. Budiman, M. Kes, Wakil 
Rektor Bidang Kemahasis-
waan dan Alumni.

“Alhamdulillah, paling ti-
dak ada satu judul penelitian 
yang membuat kita terobati 
sedikit, proposal milik Pak 
Warek III, Pak Budiman itu 
penelitian prototype,”ujar 
Rukhayati.  ENG

“Kami menyambut baik 
dan mendukung penuh 
kegiatan Sekolah Lapang 
Meteorologi Penerbangan 
ini sebagai upaya mening-
katkan kapasitas sumber 
daya manusia,” kata Wali 
Kota Palu Hadianto Rasyid 
dalam keterangannya, Sabtu 
(18/4/2026).

Ia menyampaikan hal ter-
sebut saat menerima kun-
jungan jajaran Badan Me-
teorologi, Klimatologi, dan 
Geofi sika (BMKG) Stasiun 
Meteorologi Mutiara Sis 
Al-Jufri.

Ia mengatakan, Pemerin-
tah Kota Palu mendukung 
rencana pelaksanaan Se-
kolah Lapang Meteorologi 
Penerbangan oleh BMKG 

dalam upaya peningkatan 
kapasitas SDM, khususnya 
di bidang meteorologi.

Menurut dia, kegiatan 
tersebut penting untuk men-
dukung pelayanan publik, 
terutama yang berkaitan 
dengan keselamatan pener-
bangan serta penyediaan 
informasi cuaca yang akurat 
dan dapat diandalkan.

Ia juga menekankan pen-
tingnya kolaborasi lintas 
sektor dalam menghadapi 
tantangan perubahan iklim 
serta potensi bencana hidro-
meteorologi yang semakin 
kompleks.

Pemerintah Kota Palu, 
kata dia, berharap kegi-
atan Sekolah Lapang Mete-
orologi Penerbangan dapat 

Hadianto Rasyid

Pemkot Dukung 
Sekolah Lapang 

Meteorologi 
Penerbangan 

Tingkatkan SDM
SULTENG RAYA- Peme-

rintah Kota Palu yang di-
wakili oleh Camat Tatanga, 
Mohammad Yusuf, meng-
hadiri kegiatan Halal Bihalal 
1447 Hijriah se-Kelurahan 
Pengawu yang dilaksanakan 
di halaman Masjid Nurul 
Hasanah Aceh, pada Sabtu 
(18/04/2026).

Kegiatan tersebut ber-
langsung penuh kehangatan 
dan kebersamaan, serta 
turut dihadiri oleh Ketua 
Tim Penggerak PKK Kota 
Palu, Diah Puspita,  bersama 
masyarakat setempat.

Dalam kesempatan ter-
sebut, Camat Mohammad 
Yusuf membacakan sam-
butan tertulis Wali Kota 
Palu yang menyampaikan 
bahwa momentum Halal 
Bihalal merupakan tradisi 
yang sangat baik dan sarat 
makna.

“Setelah kita menjalani 

ibadah di bulan suci Rama-
dan dan merayakan Hari 
Raya Idulfi tri 1447 Hijriah, 
saat inilah kita kembali 
mempererat tali silaturahmi, 
saling memaafkan, serta 
memperkuat ukhuwah di 
antara kita,” ujar camat.

Wali kota melalui ca-
mat juga mengapresiasi 
pelaksanaan kegiatan yang 
mengusung konsep “Ruang 
Tamu Pengawu”, yang dini-
lai sederhana namun penuh 
makna.

Konsep tersebut meng-
hadirkan suasana kekelu-
argaan dengan duduk ber-
sama secara lesehan tanpa 
sekat, menciptakan kehan-
gatan layaknya berada di 
ruang tamu keluarga.

“Ini menjadi simbol bah-
wa di tengah ada keberag-
aman, kita tetap satu dalam 
kebersamaan, saling meng-
hargai, dan saling men-

guatkan,” lanjut. amat.
Menurutnya, kehangatan 

seperti ini menjadi fondasi 
penting dalam membangun 
lingkungan yang harmonis 
dan masyarakat yang kuat.

Dengan kebersamaan, 
masyarakat diharapkan 
mampu menghadapi ber-
bagai tantangan, menjaga 
keamanan dan ketertiban, 
serta mendorong kemajuan 
di Kelurahan Pengawu dan 
Kota Palu secara umum.

Di akhir sambutan, wali 
kota berharap melalui kegi-
atan tersebut, semangat per-
satuan dan gotong royong 
semakin tumbuh di tengah 
masyarakat.

“Mari kita jadikan mo-
mentum Idulfi tri ini sebagai 
titik awal untuk menjadi 
pribadi yang lebih baik, 
lebih peduli, dan lebih ber-
kontribusi bagi lingkungan 
sekitar,” tutup camat. ABS

SULTENG RAYA-Pemerintah Kota Palu, 
mendukung pelaksanaan Sekolah Lapang 
Meteorologi Penerbangan untuk meningkat-
kan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
di bidang meteorologi.

berjalan lancar dan mem-
berikan manfaat optimal, 
baik bagi peserta maupun 
dalam memperkuat sistem 
mitigasi bencana dan cuaca 
di daerah.

Sementara itu, Kepala 
Stasiun Meteorologi Muti-
ara SIS Al-Jufri Palu Taufi q 
Hidayah menjelaskan kun-
jungan tersebut bertujuan 
memperkuat sinergi antara 
BMKG dan Pemerintah Kota 

Palu dalam mendukung 
pembangunan daerah, khu-
susnya pada aspek informa-
si cuaca dan keselamatan 
penerbangan.

Dalam pertemuan terse-
but, ia menyampaikan ren-
cana pelaksanaan Sekolah 
Lapang Meteorologi Pener-
bangan yang akan digelar 
pada 22 hingga 24 April 2026 
di Kota Palu.

“Kegiatan ini bertujuan 
meningkatkan pemahaman 
serta kapasitas sumber daya 
manusia di bidang meteo-
rologi penerbangan, khu-
susnya dalam mendukung 
keselamatan dan kelancaran 
operasional penerbangan 
serta mitigasi risiko cuaca di 
wilayah Sulawesi Tengah,” 
ujarnya.

Menurut dia, kegiatan 
tersebut juga menjadi bagian 
dari upaya memperkuat ke-
siapsiagaan terhadap poten-
si cuaca ekstrem yang dapat 
berdampak pada aktivitas 
penerbangan maupun sek-
tor lainnya. ANT

PELAKSANAAN kegiatan Halal Bihalal 1447 Hijriah se-Kelurahan Pengawu di halaman Masjid Nurul 
Hasanah Aceh, Sabtu (18/04/2026). FOTO: PIKPD DISKOMINFOSANTIK PALU

Warga Pengawu 
Gelar Halal Bi Halal


